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RINGKASAN

Yoky Tulus Sabtian, 2005. Implementasi Kebijaka Sunset Policy dalam
Meningkatkan  Jumlah  Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Ill Malang). Ketua: Dr. Ratih Nur
Pratiwi, M.Si. Anggota : Drs. Mochamad Rozikn, MAP. Hal. 116 + xiii

Penelitian ini berisi tentang usaha pemerintah lkuntoeningkatkan
pendapatan negara dalam sektor pajak, khususnyamdadektor Pajak
Penghasilan. Maka dari itu pemerintah mengeluask@atu progam kebijakan
yang dinamakarsunset PolicyLatar belakangpembuatan kebijakan ini adalah
kurangnya kesadaran masyarakat secara luas untakporiean pajaknya kepada
Direktorat Jenderal Pajak, dimana pajak merupak&tosutama dari pendapatan
negara. Penelitian ini khususnya membahas tentaggifmana Implementasi
Kebijakan Sunset Policytersebut dalam meningkatkat partisipasi masyarakat
dalam membayar pajak.

Fokus penelitian ini meliputi: pertama, berisi targ bagaimana substansi
dari kebijakarSunset Policyang berisi tentang dasar kebijakaunset Policglan
pelaksanaannya dari kebijkaan tersebut. Kedua, iBaga implementasi
kebijakan Sunset Policydalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak yang meliputi aktor kebijakan ygfaran wilayah kerja Kantor
Direktorat Jenderal Pajak Jatim Il dan peningkgtartisipasi masyarakat yang
dilihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak. Ketijgbagaimana faktor
penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebgakeet Policyersebut.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengansj@einelitian deskriptif.
Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, olserdan wawancara.
Sumber data berasal dari data primer melalui wasrankepada informan dari
jajaran wilayah kerja Kantor wilayah Direktorat deral Pajak Jatim Il Malang.
Sedangkan data sekunder digali dari situs intetamgtran rekapitulasi data wajib
pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajagh@sitan, laporan hasil
sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Direktoetderal Pajak Jatim Il Malang
dan laporan terkait lainnya. Metode analisis datmggunakan model Miles dan
Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, daaniean kesimpulan.

Hasil penelitian Implementasi KebijakaBunset Policy pada wilayah
kerja Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jatim Il IMay adalah meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak peighakarena adanya
pemberlakuan sanksi bagi yang tidak melaporkan tSRemberitahuan Pajak
Penghasilannya atau yang tidak mempunyai Nomor KPoWéjib Pajak.
Meningkatnya partisipasi masyarakat ini ditandangé bertambahnya jumlah
wajib pajak pada saat prograBunset Policy ini berjalan.

Sehingga, saran yang dapat diberikan sebagai masa#talah lebih
dioptimalkan lagi berbagai faktor pendukung yan@ atemi kesuksesan dari
programSunset Policy tersebut dan meminimalisir faktor penghambatgyaaa.
Serta pada tahun-tahun kedepan kemudian dibuatgmogemerintah lain yang
dapat mengoptimalkan pendapatan negara dalam s@d@ak yang dapat
menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayak pemi kelangsungan
kemajuan negara menjadi kearah yang lebih baik lagi



SUMMARY

Yoky Tulus Sabtian, 2005. The Implementatio of Sunset
Policy to Improve Tax Payment (Study at Tax General Dectorate,
Regional Office Ill Malang).Supervisor :Dr.Ratih Nur Pratiwi, M.Si.
Cosupervisor : Drs. Mochamad Rozikin, M. AP. 16 pages + xii

Research examines governmental steps to improvenstincome
of tax sector, especially related to the income $aktor. The government
releases a policy program call&lunset Policy.The background of this
policy will be lack of public awareness to repohneir tax to Tax General
Directorate. Tax refers to main sector of nationatome. Research
discusses whether the implementation of Sunsetcl?dinproves public
participation in tax payment.

Focus of research concerns with, first, the substanf Sunset
Policy consists ofSunset Policyand the implementation of this policy.
Second, it talks about whether the implementatidn Sunset Policy
improves public participation in tax payment, inding policy actors such
as Regional Office of Tax General Directorate ltr fEast Java. Public
participation improves with the increased numbertax payer. Third, it
also considers factors constraining and supporthegimplementation of
Sunset Policy

Method used in this research constitutes a qualgamethod with
descriptive type. Data collection involves docunatitn, observation, and
interview. Data sources come from primary and sdaoyn data. Primary
data have been obtained from informants of Regio®#fice of Tax
General Directorate Il for East Java. Secondaryadiaave been taken
from internet sites, a statement of data recapm#ion of taxpayer
reporting A Letter of Income Tax, a socializatiagport given by Regional
Office of Tax General Directorate Ill for East Jawad other related
reports. Data analysis method employs Miles and édomian model
involving data reduction, data presentation, andct@sion remark.

Results of the implementation &unset Policyat Regional Office
of Tax General Directorate Ill for East Java indedahe improvement of
public participation in paying income tax due toetkestablishment of
punishment against the failure to report A Lettdrlocome Tax or to
possess Tax Payer Principle Number. Increasing ipuphrticipation
seems obvious with the increasing number of taxpagaring the
implementation ofSunset Policy

Research may suggest that the supporting factorsuldh be
optimized to make the success 8iinset Policyand to minimize the
supporting factors. In the subsequent years, offomrernmental programs
can optimize national income of tax sector to imgqublic awareness
about the importance of tax payment as well as dtin the national
progress toward better direction.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berberggkna republik
demokrasi karena tujuan negara dinyatakan dalaneallV Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Melindusegienap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dank umemajukan
kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, duntuk
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemexdekperdamaian
abadi, dan keadilan sosial...”. Tujuan tersebutihalirealisasikan untuk itu
negara melakukan dua tugas, yaitu tugas rutin meg#an tugas
pembangunan. Terealisainya tugas-tugas itu berlyasiourerat dengan
sumber pembiayaan, dalam hal ini tugas rutin ddiidgri penerimaan rutin
negara berupa sektor dalam negeri atara lain pgemasadalam negeri,
denda-denda, hasil bumi pemungutan pajak dan aaindadangkan tugas
pembanggunan dibiayai dari pembiayaan berupa batuaar
negri.(Negara,2006,h.1-2)

Disamping tugas yang telah disebutkan tadi, terddpgas dari
pemerintah yang tidak tergantikan sejak dahuludanganti di masa depan,
yaitu (1) Membuat kebijakan publik atau perumusabijakan, (2) pada
tingkat tertentu melaksanakan kebijakan publik atemplementasi
kebijakan, dan (3) pada tingkat tertentu melakuleaaluasi kebijakan
monitoring termasuk dalam evalug®ugroho,2006, h.21-22)

Kebijakan dan kebijaksanaan negara sering disedngah kebijakan
publik, kebijakan negara, atau kebijaksanaan peadri sebenarnya tidak
memiliki arti yang berbeda. Friedrick (ditulis dadalslamy,2004,h.17)
mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkimdakan yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalaatu lingkungan
tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dasembatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksdeesebut dalam



rangka mencapai tujuan tertentu. Tugas-tugas negegebut dilaksanakan
demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indoises@a umum. Dalam
rangka mewujudkan tujuan dari tugas pemerintaletbertsmelalui kegiatan
perekonomian secara utuh. Dalam proses dinamikdgaegunan ekonomi
di suatu negara sangat ditentukan oleh banyakrfabéok internal maupun
eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya dddandisi fisik (termasuk
iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumbaya alam dan sumber
daya manusia yang dimiliki, kondisi awal ekonomisial dan budaya,
sistem politik, serta peran pemerintah di dalamneka. Faktor-faktor
eksternal di antaranya adalah perkembangan tefinol&ondisi
perekonomian dan politik dunia, serta keamana ¢lobgar dapat
mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang akkku#en secara
bertahap, terarah, dan berkesinambungan.

Dewasa ini terutama dalam keadaan krisis ekonomyg yaakin tidak
menentu dimana peningkatan jumlah penduduk, barygakmerusakan
lingkungan baik yang ada di desa maupun di kotagmgmkan agar
pemerintah dapat memberikan perhatian yang lehjpade kepada hal-hal
tersebut. Dengan demikian pembangunan semakin ntahkan dana yang
tidak sedikit melainkan dengan jumlah yang amat gaanbesar.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam Anggaran Perdapin Belanja
Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah terdapgh sumber
penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu : feaan dari sektor
pajak, Penerimaan dari sektor migas (minyak danbgesi), Penerimaan
dari sektor bukan pajak.

Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini selalu adergalah satu
tulang punggung perekonomian negara yang pengguayaatapat dilihat
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBBipk tidak
hanya mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengumputlana yang
sebesar-besarnya yang digunakan negara dalam d&egmbiayaan
pengeluaran rutin negara tetapi juga berfungsigabaengatur kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Olefeniea itu peran

masyarakat dalam pelunasan pembayaran pajak siihgedpkan baik yang



berupa Pajak Penghasilan (Pph) ataupun yang b@ajp& yang lainnya.
Banyak masyarakat yang kurang perduli terhadap kpagehingga

mendorong pemerintah Indonesia melakukan reforpegajakan. Hal ini

menunjukkan bahwa peraturan perpajakan Indonedkapcakomodatif,

dinamis, dan antisipatif dalam mengamati, mengkdgin menerapkan
perkembangan yang terjadi di luar perpajakan sepgetkembangan
ekonomi, moneter, industri dan perdagangan, bapkakembangan sosial,
politik, teknologi dan sebagainya.

Langkah perubahan yang dilakukan pemerintah tephddiadang-
Undang Perpajakan bukanlah karena aturan yan@pli@h dalam Undang-
Undang Perpajakan selalu salah atau tidak dajsdsdnakan, Melainkan
lebih diakibatkan oleh cepatnya terjadi perubahamipahan yang bahkan
bersifat fundamental di berbagai aspek kehidupaik lbu dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya, pertanahan dan keamareupun politik. Dilihat
dari segi waktu, saat pelaksanaan reformasi péwajéersebut sangatlah
tepat, sebagai upaya reposisi andalan dalam pexarimegara. Untuk
mengakomodir perkembangan yang terjadi, pemerintaérupaya
melakukan perubahan dan penyesuaian atas peraperg@jakan yang
berlaku sebelumnya, tidak terlepas dalam pengeifegak Penghasilan
(Pph) yang sebagian besar diatur dalam Undang-WnteEomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan kemudian dirubagatetdndang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000. Selain itu ketentuan formahgesai ketentuan
formal Pajak Penghasilan sebagian dimuat dalam ngatndang Pajak
Penghasilan, dan sebagian lagi dimuat dalam Untexgng Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Camaf&ean, yang telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TZ000.

Penulisan ini lebih menitik beratkan pada PajakgRasilan (Pph)
yang dibebankan pada Wajib Pajak, karena Pajakhaergn (Pph) sampai
saat ini oleh sebagian besar Wajib Pajak kuranggdiap penting. Bahkan
tidak sedikit yang tidak mengetahui tentang segaksuatu yang
berhubungan dengan Pajak Penghasilan (Pph) baik dalam hal
kegunaannya, serta dibebankan kepada siapaa&ajafenghasilan (Pph)



tersebut. Kenyataan yang terjadi di masyarakdbhdzanyak Wajib Pajak
yang tidak membayar Pajak Penghasilan (Pph) mefd@bayaran pajak
tidak saja masuk pada Kas Negara melainkan juga dik@mbalikan lagi

kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyar&kat gentingnya

membayar pajak berpengaruh kepada kepribadian Wajjigk yang malas
membayar pajak.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar jpdgitkierlepas
dari peran pemerintah sendiri dalam menginformasifan menanamkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengejek pang harus
mereka bayar. Oleh karena itu, maka Pemerintah mapgken suatu
kebijakan yang disebut sebagdunset Policyatau penghapusan sanksi
pajak. Di samping karena kurangnya kesadaran nalsytardalam
membayar pajak, kebijakaBunset Policyjjuga didorong sejumlah faktor
lain, antara lain: (1) adanya sisteself assessmentaitu suatu sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada VWajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak terutang. (2) pelanya keterbukaan,
seperti sudah dijelaskan dalam pasal 35A UU NoT&&un 2007, bahwa
masyarakat wajib melaporkan pajaknya apabila terbigak melaporkan
pajak sesuai dengan kenyataan yang ada akan déesakksi. (3) untuk
menghindarkan pengenaan sanksi atas kewajibanjglespamasa lalu dan
untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakamaga mendatang.
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkadap tahun 2008
sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkead&san Wajib
Pajak untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NB\Wan membayar
Pajak Penghasilan (Pph) mereka.

Sunset Policyadalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakdantda
bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakanp&® bunga yang
diatur dalam pasal 37A (Undang-Undang Nomor 28 mat07). Undang-
Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kejadzktorat
Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakameavajibkan instansi
pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnyakuntemberikan data

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini omgkinkan Direktorat



Jenderal Pajak mengetahui ketidak benaran pemenuteamajiban
perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyardkaik menghindarkan
masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yamgulti apabila
masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajgkarsecara benar,
Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini menkagrikesempatan seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi jkemaperpajakan
secara sukarela dan melaksanakannya dengan benéang dapat
memanfaatkasunset Policadalah :

1. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wdgajak (NPWP),
yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftadkanuntuk
memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan Rpk tahun
pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya pédimipat 31 Maret
2009.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah nileniNPWP
sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetul@nir8Runan Pph
Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelummygk melaporkan
penghasilan yang belum diperhitungkan dalam petap&PT Tahunan
Pph yang telah disampaikan. (http:// SunsetPoliciganet)

Kebijakan inilah yang saat ini oleh pemerintah ldiEnakan secara
optimal, guna meningkatkan ketaatan Wajib Pajakilumiembayar pajak.
Walaupun bukan hal yang mudah merubah persepsiamssyt untuk taat
membayar pajak dengan adanya kebijakan-kebijakarg ydibuat oleh
pemerintah ini. Dibutuhkan usaha yang keras dandeleaitan yang
menyeluruh untuk terwujudnya tujuan dari sisteamset Policy

Kebijakan Sunset Policyitu timbul dikarenakan banyak masyarakat
Indonesia yang sudah punya penghasilan tetap dak lmendapatkan
NPWP tetapi tidak melaporkan kewajibannya kepadgebiPajak. Hal ini
sangat merugikan negara, dikarenakan pemasukanripgahedari sekor
pajak sangatlah besar. Maka dari itu muncul suatij&an pemerintah
yang dinamakarsunset PolicyTidak percuma pemerintah mengeluarkan

Sunset PolicyKebijakan ini terbukti ampuh menambah pemasukaakp



hingga Rp 6,9 triliun setelah berjalan 14 bulanjaehk Program ini

pemerintah membebaskan bunga maupun denda adasniséijak terutang
bagi Wajib Pajak lama yang ingin membetulkan lapgrada Dirjen Pajak.
Direktur Penyuluhan Direktorat Jenderal (Dirjen)jaRaDjoko Slamet

Surjoputro menyatakan, selanfaunset Policykantor pajak menerima
156.000 surat pemberitahuan tahunan (SPT) daribARgiak (WP) orang
pribadi maupun badan. "Jumlah pajak terutang damatspemberitahuan
tahunan (SPT) itu Rp 1,4 triliun selama Januari92qflus Rp 5,5 triliun

yang masuk hingga akhir Desember 2008," ujar Djdkaapun tambahan
jumlah pemegang nomor pokok Wajib Pajak (NPWP)msal8unset Policy
berlangsung mencapai 12 juta. (http://bisniskeuaskganpas.com)

Sunset Policdalah semacam pengampunan pajak yang terbatas pad
sanksi administrasi berupa denda administrasi pasgrannya dihitung dari
bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajakg berhak
menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu. Adgetis pengampunan
berupa penghapusan sanksi ini yang diberikan oledablg-Undang Nomor
16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata EBarpajakan baru-
baru ini. Pertama adalah pengurangan atau pengirapasksi administrasi
berupa bunga atas pembetulan Surat Pemberitahdamdm@a untuk tahun
pajak sebelum tahun 2007. Kedua adalah penghamasdsi administrasi
atas pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayduku Tahun Pajak
sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWR)i haajib Pajak
Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukawatuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan di Malang sendiri pelaksanaan progg&amset Policy
mendatangkan respon positif dari masyarakat sekital ini bisa dilihat
dari jumlah Wajib Pajak yang masuk selama progr@omset Policy
berjalan. Pada bulan Januari 2009 secara nasaol@apenambahan 6000
Wajib Pajak, khusus di Kota Malang ada 20 ribu pdvehan Wajib Pajak
baru. Sedangkan selama tahun 2008, ada 130 ribub VWa&jak yang
memanfaatkan prograr8unset Policyfasilitas penghapusan sanksi pajak

penghasilan orang. Jumlah itu melebihi target ydelah ditetapkan



sebanyak 120 ribu Wajib Pajak. Sedangkan secaranahsda penambahan
3,6 juta  Wajib Pajak  dalam program Sunset Policy
(http://malangraya.web.id/)

Dilihat dari penjelasan dan latar belakang diatasaka bisa
disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya dan masyaMalang
pada khususnya antusias terhadap pro@anset Policyang berjalan. Hal
ini bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah Waj#jaR yang melaporkan
(SPT) Surat Pemberitahunannya kepada Kantor PelayRajak. Hal inilah
yang menjadi landasan bagi peneliti untuk mentdittang seberapa besar
pengaruh progranbunset Policyterhadap tingkat partisipasi masyarakat
sebagai Wajib Pajak untuk membayar Pajak Penghagitah) mereka.
Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinttkerapat berpengaruh
terhadap keikutsertaan Wajib Pajak (WP) dalam noekam Pajak
Penghasilan (Pph) mereka. Untuk itulah dalam peaeliini, penulis
mengambil judul "Implementasi Kebijakan Sunset Policy dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak (Studi pada
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim Ill Malang )”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka samumasalah
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana substansi dari Kebijakamnset Policy

2. Bagaimana Implementasi Kebijak&unset Policyli Direktorat Jenderal
Pajak Kanwil Jatim IlI Malangdalam meningkatkan partisipasi

masyarakat membayar pajak ?

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pemdpkdalam

pelaksanaaBunset Policyersebut ?
Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapaan yaitu:
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan substansikeéfijakanSunset
Policy.



2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikgelaksanaan implementasi
kebijakan Sunset Policydalam meningkatkan partisipasi masyarakat

membayar pajak.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-falkapa saja yang

menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaks&haeset Policy.
D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan beraa&nbaik secara
teoritis maupun secara praktis. Adapun kontribesighitian ini adalah:
1. Aspek Teoritis (akademis)

Menjadi bahan referensi tambahan dalam mddmpe khasanah
ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pamgggan ilmu
Administrasi Publik, terutama yang berkenaan denggrlementasi dan
mengetahui penerap&@unset Policysebagai suatu kebijakan baru yang
diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaVajib Pajak
untuk sadar pajak.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dapat digunakan oleh masyaralest $ebagai sebuah
wacana yang dapat menambah wawasan, terutama gedagtan dengan
masalah perpajakan dan kebijakan yang dibuat odghepgntah untuk
menangani masalah perpajakan tersebut, sehinggarakat akan lebih
responsif terhadap masalah tersebut dan dapat mi&arbe
partisipasinya. Selain itu dapat juga disajikanag@b bahan masukan
bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakaashya untuk
mengawasi jalannya pengaturan perpajakan sertaanpayuntuk dapat
membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraNARBlonesia
meningkat sehingga pemerintah Indonesia dapat ejatierakan

masyarakatnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memaisa

skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatsyatu susunan



pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliingemukakan

sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang penulisan, pesam masalah,
tujuan penelitian, kontribusi penelitian sertaesisatika pembahasan.

BAB Il Tinjauan pustaka
Berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yaberkaitan dan
menunjang penulisan skripsi tentang pengertianddaar hukum yang
berhubungan dengan Implementasi KebijaRanset Policy

BAB Il Metode penelitian
Membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitiakasi dan situs
penelitian, sumber dan jenis data, metode penguanpidta, instrumen
penelitian dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan
Berisi tentang penyajian data, analisa dan inteapredata dalam
penyajian data, data yang diperoleh dalam penelsgubungan dengan
permasalahan diungkapkan dan diuraikan.

BAB V Penutup
Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dariihpsnelitian di lokasi
penelitian dan saran-saran yang diberikan pengithadap hasil

penelitian yang dilakukan.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah

Negara kita terdiri atas dua unsur konstitutif,t@ea yaitu unsur yang
berupa wilayah, rakyat, atau warga negara dan petaleryang berdaulat,
yang kedua unsur deklaratif berdasark&anvensi Montevidiojahun 1933
yaitu adanya kemampuan untuk mengadakan hubungayardenegara lain
yang akan melahirkan pengakuan dari negara-negama Menurut teori
negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau soejanisasi
kemasyarakatan paling tinggi dan bersifat khusimsngga berbeda dengan
organisasi kemasyarakatan yang lain. Oleh karem@hitnegara mempunyai
sifat-sifat khusus yang melekat sebagai berikut :

a. Memaksa agar peraturan PerUndang-Undangan ditdali warga
negara, misalnya memaksa dalam pembayaran pajdkiddain.

b. Monopoli, misalnya monopoli dalam mencetak uang.

c. Mencakup keseluruhan, maksudnya kekuasaan negai@akup seluruh

wilayah negara. (Negara, 2006,h.1)

Dalam suatu negara terdapat pemerintah yang mengakannya
pemeritahan. Pemerintah yang berdaulat diperlukbagai organ dan fungsi
yang melaksanakan tugas-tugas esensial, fakultzdara. Menurut
Budiyanto (2003,h.24) dalam organ tersebut, pertarirdapat dibedakan
dalam arti luas maupun arti sempit. Dalam pengeréidi luas pemerintah
berarti pemerintah yang berdaulat adalah gabungienua badan kenegaraan
yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu aegeliputi eksikutif,
legeslatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah mdadati sempit mempunyai
pengertian bahwa pemerintahan yang berdaulat adalalu badan yang
mempunyai wewenang yang melaksanakan kebijakarranégjesekutif) yang
terdiri atas presiden, wakil presiden dan para erent

Menurut Budiyanto (2003,h.34pemerintahan merupakan suatu sistem
yang mengatur alat- alat perlengkapan negara daonigan atara alat-alat

perlengkapan itu sendiri. Sedangkan menurut Drew8mo Handayaningrat



(1986,h.9) pemerintahan dalam arti luas berartalsegsaha atau upaya suatu
negara untuk menacapai tujuannya, tujuan tersedlah imendatangkan
kesejahteraan bagi warga negaranya..

Kesejahteraan mayarakat merupakan tujuan suatuapdga ini seperti
dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undaaspr 1945 yang
berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia @dumrish tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umuracenaaskan
kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan keterdbaia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sdsidlujuan tersebut
harus direalisasikan untuk itu negara melakukantdgas, yaitu tugas rutin
negara dan tugas pembangunan. Terealisainya tugas-itu berhubungan
erat dengan sumber pembiayaan, dalam hal ini tugts dibiayai dari
penerimaan rutin negara berupa sektor dalam negéara lain perusahaan
dalam negeri, denda-denda, hasil bumi pemungutaak pdan lain-lain
sadangkan tugas pembanggunan dibiayai dari penardyerupa batuan luar
negeri. (Negara. 2006,h.1-BPJalam mencapai tujuan negara yang ada pada
masa yang akan datang yaitu terciptanya kesejamemsasyarakat secara
luas, maka diperlukan sebuah kebijakan yang baik p@merintah maupun
masyarakat.

B. Kebijakan Publik
1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dan kebijaksanaan Negara sering diseengah kebijakan
publik, kebijakan negara,atau kebijaksanaan petadérinsebenarnya tidak
memiliki arti yang berbedaFriedrick yang dikutip oleh (Islamy,
2004,h.17) mengemukakan bahwa kebijakan merupalaangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atauepetah dalam
suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hamitetambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan uswdbijak&anaan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian lainya dikemukakan oleh Nugroho (20@8)hmembuat
rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Pertkefgakan publik

adalah kebijakan yang dibuat oleh administratoaregtatadministrator



public. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yhkerjakan dan
yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, leddain publik adalah
kebijakan yang mengatur kehidupan bersama ataudigedun publik,
bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kelpijpublik mengatur
semua yang ada di domain lembaga administraturkpudebijakan publik
mengatur masalah bersama atau masalah pribady@itzngan yang sudah
menjadi masalah dari seluruh masyarakat di dad¢walKetiga, dikatakan
sebagai kebijakan publik jika manfaat yang dipdroleasyarakat yang
bukan pengguna langsung dari produk yang dihasikahn lebih banyak
atau lebih besar dari penguna langsungnya.

Selanjutnya, Fredrich yang dikutip oleh (Abdul Wahab 2005,h.3)
mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakang yarengarah pada
tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok pé&merintah dalam
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hamhbambatan
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk rpancejuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan.

MenurutGeorge C. Edwards llban Ira Sharkanskymengartikan
kebijaksanaan negara sebagai apa yang dinyatakarditbkukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan reega berupa sasaran
atau tujuan program-program pemerintah. David Eastemberikan arti
kebijaksanaan negara sebagai pengalokasian rigaisecara paksa ( sah )
kepada seluruh anggota masyarakat. (Islamy, 24 34)

Pengertian kebijaksanaan negara tersebuagimeémpunyai implikasi
sebagai berikut :

a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk pemganbderupa
penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanygathkan tetapi
dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata

c. Bahwa kebijaksanaan negara baik itu melakukan gsestau tidak
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi aengeksud dan
tujuan tertentu.

d. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasguldih bagi
kepentingan seluruh anggota masyarakat. ( Islar@,20L8.)

Menurut William Dunn yang dikutip oleh (Winarno 2002;28)
menjelaskan dalam proses penyusunan kebijakanadidaspada berbagai



tahapan utama. Tahapan-tahapan dalam kebijakanik pubtsebut
digambarkan seperti gambar di bawabh ini:

STAGE 1 STAGE 2 STAGE3 STAGE 4 STAGE 5
Problem Policy Policy Policy Policy
Formation »| Formulation p»| Adaption p( Implementation |—p| Evaluation

Gambar 1 Tahapan Dalam Proses Pembuatan KebijaHdik P
Sumber: Kent E. Portney (1986, h. 5)
Keterangan:
Tahap 1Problem Formation
Pada tahap ini para perumus kebijakan menempatlaalaih pada
agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini bgr&tsi terlebih
dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebij&kaata akhirnya,
bebrapa masalah masuk ke agenda kebijakan pamaypekebijakan.
Tahap 2Policy Formulation
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tat&fidisikan
untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaiknePahan
masalah tersebut berasal dari berbagai alternatily yada. Sama
halnya dengan perjuangan masalah untuk masuk kengabblem
formation dalam tahap perumusan kebijakan masing-masiamatif
bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan ydrgmbil untuk
memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-magiag akan
“bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalahikerba
Tahap 3Policy Adaption
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditdkkma oleh para
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu darnakif kebijakan
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritasmes kebijakan.
Tahap 4Policy Implementation
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatatan elit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh kargu, program

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemman masalah



harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleldababadan
administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkawabh.
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh-unit administrasi
yang memobilisasikan sumber daya finansial dan sian®ada tahap
ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Bglaeimplementasi
kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, nasherdpa yang
lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
Tahap 5Policy Evaluation
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan kamlai atau
dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan ydibgat telah
mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pademgs dibuat
untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal imemperbaiki
masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karenaditentukanlah
ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjaasar untuk menilai
apakah kebijakan publik telah meraih dampak yamgtikan.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang lekapkarena
melibatkan banyak proses maupun variabel yang fthkag. Oleh karena
itu, beberapa ahli menaruh minat untuk mengkajiijakn publik
membagi proses-proses tersebut ke dalam bebelaga seperti apa yang
dicontohkan di atas. Tujuannya adalah untuk memnkatakita di dalam
mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, bebragfai mungkin
membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berloethan urutan
gambar di atas. Seperti misalnya, tahap penilaghjdkan seperti yang
tercantum di atas bukan merupakan tahap akhir glases kebijakan
publik, sebab ada ahli yang mencantumkan satu tiEwpyakni tahap
perubahan dan terminasi atau penghentian kebijakan.

Dari beberapa uraian tersebut dapat melihat baletgakan publik
merupakan suatu proses yang kompleks. Namun targrenaksud
mengurangi kekompleksan tersebut, kita dapat mersatiu kesimpulan
bahwa kebijakan publik adalah serangkaian prosgmtes (lecisiondan
action yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan ukint

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di makaar



2.

Implementasi Kebijakan Publik.

a.

Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutipetol (Abdul
Wahab 2005,h.69) menjelaskan implementasi sebagaiakian-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-indiuicitau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau tswasng
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang igdwriskan dalam
keputusan kebijakan. Menurut James P. Lester daepfoStewart
yang dikutip oleh (Winarno 2002,h.101) menjelaskaplementasi
dalam pengertian yang luas, merupakan alat admasishukum
dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, damkigzang bekerja
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan gunamgsanpak atau
tujuan yang di inginkan. Mazmanian dan Sabatiegydikutip oleh
(Abdul Wahab 2005,h.68) menjelaskan implementasi adalah
pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasatgm bentuk
Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perpeaintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atawtkspn badan
pengadilan.

Perlu kiranya kita sadari bahwa dalam mempelajaasatah
kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa y&Emyatanya
terjadi sesudah suatu program itu dilakukan ataundiskan yakni
peristiwa-peritiwa dan dan kegiatan-kegiatan yaegadli setelah
proses pengesahan atau legeslasi kebijakan puddik, itu usaha-
usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-useh@erikan
dampak tertentu pada masyarakat ataupun perisewstigva hal ini
dikatakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang dikalgh (Abdul
Wahab, 2008, h.184)

Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam pemahaman Implementasi kebijakan yanig mangan
hanya menyoroti lembaga-lembaga administrasi atadarbbadan
yang bertanggung jawab atas suatu program bepidaksanaannya

terhada kelompok sasaran, tetapi juga perlu merapkaim secara



cermat bebagai jaringan kekuatan politik, ekonomm @osial yang
secara langsung maupun tidak langsung berpengaedtmadap
perilaku yang telibat dalam program yang pada akhirmembawa
dampak terhadap program tersebut (dalam Abdul W&a08,h.184-
185).

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul Wahab,2005,
h.55) implementasi kebijakan itu merupakan tindatkagiakan yang
dilakukan oleh individu-individu, pemerintah maupswasta yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telaktdpkan dalam
keputusan kebijakan-kebijakan sebelumnya. SementaraAbdul
Wahab (2005,h.65) mengikuti pandangan Daniel A. ivazian dan
Paul A. Sebatier bahwa proses implementasi kelsijeen itu
sesungguhnya tidak hannya menyangkut perilaku bbddan
administratif yang bertanggung jawab untuk melakkan program
dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasarsatainkan
pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan pokgkgnomi, sosial,
yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaetlaku dari
semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya Ioggreih kepada
dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak aihan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulbalnwa implementasi
kebijakan itu adalah tindakan-tindakan yang dilaukpemerintah
dalam bentuk nyata baik berupa program maupun Wepnt
keputusan tentang bagaimana cara mencapai tujaarsasaran yang
ingin dicapai serta mengatasi dampak dari impleasebijakan itu
serta adanya perbaikan kebijakan yang berasal felari backdari
implementasi itu.

Kegagalan dan Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan itu haruslah berhasdakt hanya
pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akani tefaan yang
terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapa&niiut Soenarko
(2005,h.185), pelaksanaan kebijakan itu dapat gagalak

membuahkan hasil karena antara lain:



1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepatlam hal ini
maka harus dilakukareformulationterhadap kebijakan tersebut.

2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidakitepa

3) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunaldragaimana
mestinya.

4) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.

5) Ketidakpastian faktor intern atau faktor ekstern.

6) Kebijakan yang ditetapkan itu banyak lubang.

7) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalais.tekn

8) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumimebgreu
(waktu, uang dan sumber daya manusia).

Selanjutnyalslamy (2004,h.44) menyatakan bahwa implementasi
kebijakan itu dapat mengalami kegagalan disebablen

1) kurangnya dana

2) lemahnya mutu sumber daya manusia

3) lemahnya sosialisasi kebijakan

4) lemahnya koordinasi pelaksanaannya

5) tiada kaitan antara proses perumusan kebijakan adeng
implementasi kebijakan

6) lemahnya kontrol dalam proses kebijakan

7) kurang jelasnya dan tidak dipahaminya program

8) belum siapnya pelaksana kebijakan

9) kurangnya partisipasi dastake holder&ebijakan

10) kompensasi dan motivasi yang rendah dari pelaksaigkan

11)kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan ldaapan
beneficiaries

12) ketidakmampuan mengatasi kendala eksternal damatte

13)tidak sinkronnya perumusan masalah dengan solusisdternatif
pemecahannya

14)tidak jelasnya kewenangan dan tanggung jawab é&kgana

15) konflik kepentingan diantarstake holderskebijakan

16)elit pelaksana kurang memiliki kapasitas kepemimpirdan
manajerial

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagatiadam
implementasi kebijakan di atas, dapatlah diketalahiwa sejak dalam
pembentukan kebijakan tersebut sudah harus dipkahatdan
diperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di sataDengan
demikian dapatlah dimengerti bahwa kegagalan pafaen
kebijakan tidaklah selalu disebabkan oleh kelemahatau
ketidakmampuan pelaksanBalicy Implementgratau administrator,
melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentulaijaken Policy

Formulation) yang kurang sempurna.



Di dalam implementasi kebijakan pemerintah,sadiping
memperhatikan faktor-faktor yang perlu ditanggulakayena dapat
menyebabkan kegagalan, maka sangat penting mentigarhgula
faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan ipdda
implementasi kebijakan itu. Soenarko (2005,h.1863nyebutkan
faktor-faktor pendukung berhasilnya suatu impleragnkebijakan
yang antara lain:

1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat

2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti seges terlebih
dahulu

3) Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, aevat
mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yangnalike
kebijakan itu

4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan

5) Pembagian kekuasaan dan wewenadgcéntralizatioh yang
rasional dalam implementasi kebijakan

6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban
(deconcentratiopyang memadai dalam implementasi kebijakan.

Pendekatan-Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan dapat gemakan
beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tessedagiai acuan
dalam implementasi kebijakan dengan melihat situisi kondisi
dimana kebijakan akan diimplementasikan. Abdul WWaha
(1991,h.110) kemudian menjelaskan beberapa peradekatsebut,
seperti :

1) Structural approachefendekatan struktural)

Pendekatan ini menganggap bahwa kepercayaan tprpadaip-

prinsip universal dan organisasi yang baik kiniusadirubah,

yakni perhatian pada keyakinan bahwa struktur asgantertentu
hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan terfauitu
2) Procedural and Managerial approachgsendekatan prosedural)

Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap propeasgeur

manajerial beserta teknik-teknik manajemen yangveal. Di sini

implementasi dipandang sebagai masalah manajatialana
prosedur-prosedur yang dimaksud diantaranya yangyamgkut

penjadwalan, perencanaan, dan pengawasan. Pendekata



memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat gamgkktu
penyelesaian tiap-tiap tugas, dengan jalan mentorsgiap
peluang waktu yang ada bagi penyelesaian tugasndal@ngan

kerja.

3) Behavioral approaches (pendekatan keperilakuan)
Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yangh lebi
memusatkan pada perilaku manusia beserta segajangik harus
pula dipengaruhi kalau kebijaksanaan ingin  dapat
diimplemetasikan dengan baik. Pendekatan kepesglalkdiawalli
dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapgahian yang
baru dikeluarkan, oleh karena itu harus dijelaskajak awal
tentang alasan, tujuan, sasaran, dan perlu jugapererapkan
sarana yang diperlukan serta musyawarah sehinggaat da
memberikan pengertian yang mendalam dan akhirnipgaken
tersebut mendapatkan dukungan. Tujuan pendekataontok
menciptakan suasana paling terpercaya, terutamgadenara
pihak pimpinan menunjukkan perhatian yang besanat&ap
kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak.

4) Political approaches (pendekatan politik)
Pendekatan politik mengasumsikan bahwa keberhasilaiu
kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kaeseddan
kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpeigaru
untuk memaksakan kehendaknya, dengan kata lairepatah ini

lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh

e. Model-model Implementasi Kebijakan.
Pada dasarnya ada beberapa model-model implemé&etagkan
publik, diantaranya adalah :

1) Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Hatf75 )
yang disebut sebagah Model Of The Policy Imlementation
Process(Model Proses Implementation) yang dikutip olelbdAl
Wahab,2005,h.71)



Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini logak dari suatu
argumentasi bahwa  perbedaan-perbedaan dalam  proses
implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanyang akan
dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatdegatan
yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijalengan
implementasi dan suatu model konseptual yang meaian
kebijaksanaan dengan prestasi kerja. Kedua ahlmemegaskan
pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan tkbpa
bertindak merupakan konsep-konsep penting dalansedto-
prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsesebiut,
maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungaralah
hambatan-hambatan yang mungkin tejadi dalam metigena
perubahan dalam organisasi, kemudian tingkat d&tekti
mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, demgukur
seberapa penting keterikatan masing-masing oran¢gamda
organisasi. Atas dasar pandangan seperti ini Vateivian Van
Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi k&bgnaan
menurut :

a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
b) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tdjuamtara
pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi

Proses implementasi akan dipengaruhi oleh dimeeisijdkan
semacam itu, dalam artian bahwa implementai keli@amyakan
berhasil apalagi perubahan yang dikehendaki relasedikit,
sementara kesepakatan terhadap tujuan terutamandegka yang
mengoperasikan program di lapangan relative tindgalam
implementasi kebijakan ada beberapa variabel-valrigding harus
diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Ukuran dan kebijaksanaan.

b) Sumber-sumber kebijaksanaan.

c) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.

d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatagidtan
pelaksana.
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e) Sikap para pelaksana
f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Variabel-variabel kebijaksanaan bersangkut paugaenujuan-
tujuan yang telah di gariskan dan sumber-sumbeg yarsedia.
Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliaiki
organisasi formal maupun informal; sedangkan kokasiiantar
organisasi beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaeyaakup antar
hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan gden
kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhgiada telaah
mengenai orientasi dari mereka yang mengoperag&@marogram
di lapangan.

Model Kerangka Analisis Implementasi A Framework For
Implementation Analysis yang dikembangkan oleh Daniel
Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Duet Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh
(Nugroho,2006,h.129) mengklasifikasikan proses implementasi
kebijakan ke dalam tiga variable. Pertama, variabéépendent,
yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang dieakh dengan
indikator masalah teori dan teknis pelaksana, leerag objek, dan
perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua,aberi
intervening, Yyaitu variabel kemampuan kebijakan ukint
menstrukturkan proses implementasi dengan indikké&pelasan
dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori Kausgepatan
alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di ankambaga
pelaksana, aturan pelaksana, dan keterbukaan keylaala luar;
dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhoses
implementasi yang berkenaan dengan indikator konsisial
ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dasourcesdari
konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggitaskomitmen dan
kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Hetigariabel
dependen, yaitu tahapan dalam proses implemengagjad lima
tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan peakdaam
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bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhgek,obasil
nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, damg& mengarah
kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan diladdsan tersebut
atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Pada model Mazmanian dan Paul Sabatieri gtig variabel
tersebut disebut variabel bebas,dibedakan dari pitieap
implementasi yang harus dilalui, disebut variabetgantung.
Dalam ini perlu diingat, bahwa tiap tahap berpeulgaterhadap
tahap yang lain, misalnya tingkat kesediaan keldmpasaran
untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuan yanguedrdalam
keputusan-keputusan kebijakan dari badan-badan sfansi )
pelaksana, akan berpengaruh terhadap dampak ngptaukan-
keputusan tersebuyiAbdul Wahab,2005,h.81 )

Model Brain W. Hogwood dan Lewis A. Gun ( 1978)

Menurut  kedua  pakar ini yang dikutip oleh
(Nuggroho,2006,h.130), untuk melakukan implemenkasijakan
diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkedaagan
jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh
lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkanlahagang
besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanaktersedia
sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya wsyarat
ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diparlbkenar-
benar ada. Syarat keempat adalah apakah kebijakag gkan
diimplementasikan didasari hubungan kausal yangalanthdi,
prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memdapgat
menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangraSielima
adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yargditer
Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akipaemakin
tinggi pula hasil yang dikehendaki kebijakan tetgatapat dicapai.
Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausajiag
kompleks, otomatis menurunkan efektivitas impleragnt

kebijakan. Syarat keenam adalah apakah hubungaimg sal
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ketergantungan kecil. Syarat ketujuh adalah pemahayang
mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syadslakan
adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditekapatdalam
urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioraag yelas adalah
kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syaragdmbilan adalah
komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunilkafalah
perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal ahulsi kerja
sama tim serta terbentuknya sinergis. Syarat késepadalah
bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasdapat
menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempuekaakaan
atau power adalah syarat keefektifan implementasi kebijakan.
Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, kelmjakan tetap
berupa kebijakan-tanpa ada impak bagi target Kedmja

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep
manajemen strategis yang mengarah pada praktikjemea yang
sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah okok
Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mekkamumana
yang bersifat politis, strategis, dan teknis ataerasional.

Model Implementasi Kebijakan Goerge Edwards Ilingalikutip
oleh (Nugroho,2006,h.138)

Dalam  mengkaji  implementasi  kebijakan, = Edwards
membicarakan empat faktor atau variable krusial ardal
implementasi kebijakan publik. Faktor utama atatebde-variabel
tersebut adalah :

a. Komunikasi

b. Sumber-sumber

c. kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
d

. Struktur birokrasi
Menurut Edwadrs 1l ke empat faktor ini berpengaruh

terhadap implementasi kebijakan dan bekerja sestaraltan dan
berinteraksi satu sama lain ntuk membantu dan nanigat

implementasi kebijakan, maka pendekan yang ideslahddengan



cara merefleksikan kompleksitas ini dengan memlzalssnua
faktor sekaligus.
5) Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grind880)

Seperti yang dikutip oleh (Nugroho 2006,h.132pdel ini
ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implerasimya, ide
dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditranafkamn,
dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan iditkan oleh
derajat implemntability kebijakan tersebut. Isi kebijakan
mencangkup :

Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kedudukan pembuat kebijakan
(siapa) pelaksana program
Sumber daya yang dikerahkan
Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

a.
b.
c. Derajat perubahan yang diinginkan
d.
e.
f.

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yahbater
b. Karateristik lembaga dan penguasa.
c. Kepatuhan dan daya tanggap.
Menurut keterangan diatas, maka bisa dilihat |¢dlds melalui

gambar dibawabh ini:

Tujuan Kebijakan
Isi Kebijakan:
é a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
! b.  Jenis manfaat yang akan dihasilkan
1 c. Derajat perubahan yang diinginkan
' d. Kedudukan pembuat kebijakan Hasil Kebijakan:
1 e. (siapa) pelaksana program a. Impak pada masyarakat,
! f.  Sumber daya yang dikerahkan kelompok, dan individu.
D Konteks Implementasi: ' ' b.  Perubahan dan
i a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor penerimaan masyarakat
k yang terlibat.
' b. Karateristik lembaga dan penguasa. BY
! c. Kepatuhan dan daya tanggap. e
i JV / P
Program akasi dan proyek individu yan I
Tujuan yang ingin dicapai o Sidesain d:fn dyibiayai Yarg
s 3 ? Apakah program yang
Vs ! dijalankan seperti yang
NS ' direncanakan?

~ Keberhasilan implementasi Kebijakan

Gambar 2 Model Grindle
Sumber: Nugroho (2006, h.134)



Dari beberapa model implementasi kebijakan yanghtel
diuraikan di atas, menurut peneliti, model yang okoantuk
digunakan dalam menganalisa implemengsnset Policyadalah
model yang ditawarkan Merilee S. Grinde. Hal inkatenakan
Sunset Policymerupakan suatu program kebijakan yang benar-
benar komprehensif dan membutuhkan analisa yangdaten.
Berhasil tidaknya prograrmsunset Policysangat tergantung pada
apa isi dari kebijakan itu sendiri dan bagaimanantéks
implementasi dari progra®unset Policytu sendiri.

Untuk menjalakan suatu implementasi kebijakan [dizan
pendanaan yang berasal dari APBN (Anggaran Perafapdn
Belanja Negara) hal tersebut telah menjadi penmgtiamerintah
sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah kebijadan gisebut
dengan kebijakan keuangan negara.

C. Kebijakan Keuangan Negara
1. Keuangan Negara
a. Pengertian Keuangan Negara
Keungan negara merupakan kajian ilmu yang menaelajau
menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yé&igildin oleh
pemerintah dan negara, hal ini dikemukakan dBsetrisno PH,
menurutEcyclopedia Intrnasionamerupaka ilmu yang mempelajari
tetang hal-hal yang behubungan dengan berbagai mamerintah
mendapatkan dan menggunakan uang, hal tersebuyputndiingsi-
fungsi pengeluaran, pengumpulan, penerimaan, dgmman yang
dilakukan oleh bangsa, negara atau pemerintahidaera
b. Kebijaksanaan Keuangan negara
Kebijaksanaan keuangan negara menurut Yusmar ZBasri dan
Mulyadi (2003, h. 19-31) meliputi:
1) kebijaksanaan moneter adalah kebijakan yang dikkuk
pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dejugalah

uang yang beredar dalam masyarakat



2) kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang kudn
pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapadizm)
pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah.

3) kebijaksanaan  keuangan internasional adalah  tidakan
kebijaksanaan pemerintah di nbidang keuangan yasrgaitan
dengan hubungan internasional

4) kebijaksanaan pemerataan pendapatan adalah sumtta yang
dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakateifoagi
semerata mungkin di antara semua warga negara.

Dari beberapa macam kebijakan keuangan negaras diatag
menjadi salah satu perhatian adalah kebijaksanaskal f yang
berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pangel(belanja)
dan berhubungan dengan APBN (Anggaran PendapatarBelanja
Negara.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)pakan bagian
dari pengelolaan kebijakan fiskal negara Indoneskecara garis besar,
dibawah ini dijelaskan pengelolaan APBN.

a. Pendapatan Negara

Suparmoko (2003, h.41) mengungkapkan bahwa yangakdinad
dengan pendapatan ataupun penerimaan negara ahartiksebagai
penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-laagayu yang meliputi
penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh daii panjualan barang
dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pematint pinjaman
pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Menindak lanjutin hal diatas, Suparmoko (2003, 884 menyatakan
bahwa pendapatan suatu negara dapat dilihat ddvadpe aspek berikut
ini:

1) Pajak

2) Retribusi

3) Keuntungan dari Perusahaan-perusahaan Negara

4) Denda-denda dan perampasan yang dilakukan olehrip¢éaie

5) Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikbeh
pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perizinan



6)
7
8)
9)

Pencetakan uang kertas
Hasil dari Undian Negara
Pinjaman

Hadiah

Pengeluaran Negara

Menurut Yusmar Zainul Basri (2003, h)4%®engeluaran negara

diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalanyanty seluas-luasnya,

tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaraenp@ah tersebut.

Pengeluaran negara itu sangat bervariasi, hamuoarssegaris

besarnya dapat diklasifikasikan ke dalafBasri: 2003, h.49)

1)
2)
3)

4)

Pengeluaran yang merupakan investasi yang menaketialatan dan
ketahanan ekonomi di masa datang

Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahterdan
kemakmuran masyarakat

Pengeluaran yang merupaka penghematan terhadaelyeagn masa
datang

Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerjalghiingluas dan
menyebarkan daya beli yang lebih luas.

Sedangkan pengeluaran negara menurut sifatnyaadata: (Basri:

2003, h.49-50)

1)

2)

3)

Pengeluaran negara yang bersiflf-liquidating (yang mampu
memberikan keuntungan), yakni pengeluaran negara Yeerupa
pemberian jasa kepada masyarakat, sehingga namatkayamendapat
pembayaran kembali dari masyarakat dari barang msa yang
diberikan BUMN kepada masyarakat.ini berarti dengasanya
BUMN, maka negara harus mengeluarkan biaya tet@piimya akan
mendapatkan hasilnya juga.

Pengeluaran negara yang bersif@produktif, yaitu yang berakibat
masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan
penghasilannya. Dilain pihak pemerintah akan mearegpendapatan
juga misalnya dari redistribusi dan pajak dari naaskat.

Pengeluaran uang negdi@ak produktif,misalnya pengeluaran untuk
membuat monumen yang tidak menghasilkan pemasukarbai.
Pengeluaran untuk membiayai peperangan atau mesumpa

pemberontakan, dll.



4) Pengeluaran untubenghematan masa mendatamgisalnya untuk
penyantunan anak yatim, kalu dimulai sejak dinsargya lebih ringan
daripada kalau terlambat.

Dari beberapa bentuk pengeluaran negara yang tdrddgeberapa
pengelompkan menurut sifat pengeluaranya sedamggdam pendapatan
negara dapat terbagi menjadi beberapa aspek peadgpaSuatu negara
dalam mejalankan fungsi pemeritahan memerlukan déngpun modal,
modal yang diperlukan salah satunya berasal detbispajak. Pajak juga
merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalatu suasyarakat,
tanpa adanya masyarakat tidak mungkin ada suadi.paj

D. Pajak
1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisntgfajak” yang

dikemukakan oleh ahli diantaranya adalah : (Bnbiadljo,2003,h.2-6)

a. Prof Dr.P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yangpad
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarmenurut
peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengaaktichendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk damgy gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran urnarhubung
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulj@ng berjudul
Traite de la Science des Finances, 1906, berbunyi:

"L' impot et la contribution, soit directe soit disnulee, que La
Puissance Publiqgue exige des habitants ou des lpansubvenir
aux depenses du Gouvernment.”

"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maugidak yang
dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atari
barang, untuk menutup belanja pemerintah.”

c. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1948j)bunyi :

Steuern sind einmalige oder laufende Geldleisturgjemicht eine
Gegenleistung fur eine besondere Leistung darstelend von
einem offentlichrectlichen Gemeinwesen zur Erzgehon Einkunften
alien auferlegt werden, bei denen der Tatbestardfttan den das
Fesetz die Leistungsplicht knupft.”

"Pajak adalah bantuan uang secara insidental atagasa periodik
(dengan tidal ada kontraprestasinya), yang dipungjeh badan yang
bersifal umum (negara), untuk memperoleh pendapaiaimana
terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), ykagena Undang-
Undang telah menimbulkan utang pajak



d.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Dalam disertasinya yang berjudul."Pajak Berdasark&sas Gotong
Royong", Universitas Padjacljaran, Bandung, 1964

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau baraiygng dipungut
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, gweratup biaya
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalaencapai kesejah-
teraan umum.” Dengan mencantumkan istilah iuran ibyaja
mengharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungengan
bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak,rggda perlu
pula dihindari penggunaan Islilah "paksaan”

Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdesa Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendagesa timbal
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkaan dyang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang beglbusebagai
berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyap&da
Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin damplssnya
digunakan untuk public saving yang merupakan surobema untuk
membiayai public investmen.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentéetgntuan
Umum dan tata cara perpajakan adalah

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oletang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Unélamdang,
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsudgn
dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesaafnya
kemakmuran rakyat.”

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpuiantang ciri-ciri

yang terdapat pada pengertian pajak antara lairagagbberikut :
(Brotodihardjo,2003,h.6-7)

a.

b.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta tupena
pelaksanaanya. Asas ini sesuai dengan perubah@a kD 1945
23A yang menyatakan ” pajak dan pungutan lain y#egsifat
memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Untiaxigng.”
Tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestassgarangan) yang
dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orymagg taat
membayar pajak kendaraan bermotor akan melalun jpdang sama
kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pkgidaraan

bermotor.



c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintakapumaupun
daerah

d. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pyabn umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi penadyam apabila
masih terdapasurplus dipergunakan pula untuk membiayaiblik
invesmentkeperluan masyarakat)

e. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapdtsdigan apabila
Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan diapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan perUndang-Undanga

2. Jenis Pemungutan Pajak

a. Pajak Pusat atau Pajak Negara merupakan pajak yang
diadministrasikan atau dipungut oleh pemerintahapugalam hal ini
Departemen  Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak.
(Devano,2006,h.40-41)

1) Pajak Penghasilan

2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan p&akigdan atas
barang mewah

3) Pajak bumi dan bangunan

4) Bea Materai

5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

6) Penerimaan negara yang berasal daro migas

b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut perafridierah
tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbsamy dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undgaggrberlaku,
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembéantalaerah

dan pembangunan daerah.

3. Peranan Pajak bagi Negara
Pajak merupakan kontributor terbesar dari Angg&andapatan dan
Belanja Negara (APBN) kita, yang berarti peranngagat besar bagi
kelangsungan pembangunan bangsa ini. Untuk mertkagkgenerimaan
pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatumgakan” terhadap
rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilmgenaan pajak.
Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undampng dalam

Perpajakan. Peranan pajak yang merupakan tersediaayana dan



prasarana publik yang talah kita manfaatkan sej@kdalam kandungan.
Misalnya fasilitas jalan, keamanan, rumah sakit ehasih banyak lagi hal

yang kita nikmati dari sektor pajalyas.2007,h.8-9)

. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumband@n negara.
Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentpagiyaitu pajak
sebagai fungsi mengatur . (Negara. 2006,h 12-17)
a. Sumber keuangan negataifigetai)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-ordtk

memperoleh  uang sebanyak-banyaknya  untuk  membiayai

pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutirupma untuk
pembangunan. Fungsi sumber keuangan negara fuags( pntuk
memasukkan uang ke kas negara atau dengan kattutasi pajak
sebagai sumber penerimaan negara dan digunakak petgeluaran
negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluarabgggunan.
Contoh : Anggaran belanja pegawai negeri sipil, okgian,
keamanan, dan sebagainya.
b. Fungsi mengaturdon budgetai( fungsiregularend

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak kinung
untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksustdaegai usaha
pemerintah untuk campur tangan dalam hal mengatorbilamana
perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaam dadktor
swasta.

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsjaten:

1. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang rimpo

dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam neger
% Pemberian fasilitasax holidayatau pembebasan pajak untuk
beberapa jenis industri tertentu dengan maksud amend atau
memotivasi para investor untuk meningkatkan invasia.
3. Pembebasan Pajak Penghasilan atau sisa hasil kspbeasi
sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-avatalac

untuk anggota.



% Fungsi Sosial
Fungi pajak adalah hak milik perseorangan yanguilid&n peman-
faatannya tidak boleh bertentangan dengan kepemting@syarakat.
Contoh : dalam pembayaran dari perusahaan asukamena
kecelakaan, sakit atau meninggalnya seseorang, @gti minuman
yang mengandung alkohol.

Dari beberapa jenis pemungutan pajak diatas petaastegara yang
paling banyak berasal dari Pajak Penghasilan (Ppetapi melihat
kenyataan dilapangan, sampai saat ini oleh sebdmgaar Wajib Pajak
kurang dianggap penting. Bahkan yang belum mehgetantang segala
sesuatu berhubungan dengan Pajak Penghasilan ifRgh)tu dalam hal
kegunaannya, serta dibebankan kepada siapaa&ajafenghasilan (Pph)
tersebut, sehingga pemerintah perlu memperhatikambéli tentang
pentingnya Pajak Penghasilan (Pph).

5. Pajak Penghasilan (Pph)

Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 1983, yaitu temtgajak
penghasilan (Pph) yang telah di ubah dengan Undawigng nomor 7
Tahun 1991, kemudian diubah dengan Undang-Undangpnd0 Tahun
1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang NoTdhun 2000
yang mengatur mengenai pajak atas penghasilan gegma atau
diperoleh orang pribadi atau badétiana, 2004,h.49)

Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan hukuerithgang
mengatur tentang pengenaan pajak terhadap objefhasitan. Seperti
halnya dengan hukum material lain, Undang-UndarjgkPBenghasilan,
pada hakikatnya akan mencakupi masalah :

a. Siapa yang dikenakan pajak;
b. Apa yang dikenakan pajak;
c. Berapa pajak yang dikenakan; dan

d. Bagaimana pajak dikenakan.



6. Subjek Pajak Penghasilan (Pph)

Yang menjadi Subyek Pajak adalah : (diana,2004,.5039

a. Orang pribadi;

b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesat@sggantikan yang
berhak;

c. Badan, badan dapat terdiri atas perseroan terlpseseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara daraldakengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperaanadpensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi neaganisasi sosial
politik, atau lembaga; dan

d. Bentuk usaha tetap.

Dilihat dari sudut asalnya, Subjek Pajak Penghasiapat digolongkan
menjadi 2 (dua), yaitu :
1) Subjek Pajak dalam negeri, meliputi :

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonedizu ayang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapdnh tiga)
hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau oyang dalam
suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempumngtauntuk
bertempat tinggal di Indonesia,

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukandabresia; dan

c) Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatesuggantikan
yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri, adalah

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inekia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratelsgan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

b) Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadg ytidak
bertempat tinggal di Indonesia atau berada di ledian tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulamata

c) Badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudu#aimdonesia
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiataadunbentuk



usaha tetap di Indonesia atau yang dapat meneritaa a
memperoleh penghasilan dari Indonesia.
7. Objek Pajak Penghasilan (Pph)

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan Sdaapbahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehibM@gjak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Insianeyang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayéaib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk ap@hana,2004,h.52-
53).

Termasuk dalam definisi penghasilan tersebut o diaantaranya
adalah :

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan peketmaasa.
Laba usaha.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengdidnaa
Bunga, deviden, royalti, dan sewa.

Keuntungan karena pembebasan utang.

-~ o o 0 T p

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

Selisih lebih karena penilaian kembali aktifa.

> @

Premi asuransi.

I. Penghasilan lain-lain.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sardai@am
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagaiat pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib PajaRPWP) memiliki
beberapa fungsi sebagai berikut (Negara.2006,h.62)

a. Sebagai identitas Wajib Pajak. Dengan mempunyai ddoRokok
Wajib Pajak (NPWP) berarti Wajib Pajak telah tetaafli Direktorat
Jenderal Pajak.

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam

pengawasan administrasi perpajakan.



9. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang olefbWrajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaajak yang

terutang menurut ketentuan perUndang-Undangan jp&gma yang

berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi selizgdiut: (Negara.
2006. h.62-64)

a.

Sebagai sarana melaporkan, melaksanakan, dan ntangging
jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutgagg
dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Sebagai laporan tentang pembayaran pajak yang dékksanakan
sendiri oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak étgian tahun
pajak.

Sebagai laporan pembayaran dari pemotong atau germtentang
pemotongan pemungut pajak orang atau badan lain.

Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitumggak yang
berutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Secara garis besar, Surat Pemberitahuan (SPT)akiae menjadi

dua yaitu :

a.

Surat Pemberitahuan masa adalah surat yang olelib Wajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atalbpgran pajak
terutang dalam suatu masa pajak atau dalam bagkmdsatu
tahun.

Dalam hal ini, jika Wajib Pajak tidak menjadi Wajtajak selama
satu tahun penuh karena baru datang di Indonesia, meninggal
dunia sebelum tahun pajak berakhir maka pajaknigudg dari

masa pajak yang kurang dari satu tahun. Untuk\Wajib Pajak

harus memasukkan Surat Pemnberitahuan masa.

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surta yangVaéigilb Pajak

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembhayaak yang

terutang dalam suatu tahun pajak.



Pajak Penghasilan (Pph) sampai saat ini oleh sadmgpsar Wajib
Pajak kurang dianggap penting. Kenyataan yangadiedi masyarakat
adalah banyak Wajib Pajak yang tidak membayar FRgaighasilan (Pph)
mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat akan mempajak tidak
terlepas dari peran pemerintah sendiri dalam mémgnasikan dan
menanamkan kepercayaan masyarakat kepada pemeneteyenai pajak
yang harus mereka bayar. Oleh karena itu, maka fgate menerapkan
suatu kebijakan yang disebut seba§ainset Policyatau penghapusan

sanksi pajak.

E. Sunset Policy

1.

2.

Pengertian Sunset Policy
Sunset Policdalah semacam pengampunan pajak yang terbatas pad

sanksi administrasi berupa denda administrasi ysesggarannya dihitung
dari bunga yang tidak akan dikenakan apabila WRgak yang berhak
menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu. Adgetipengampunan
berupa penghapusan sanksi ini yang diberikan oledablg-Undang KPU
baru-baru ini. Pertama adalah pengurangan atauhppogan sanksi
administrasi berupa bunga atas pembetulan Surabé&taahuan (SPT)
Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Keddalah
penghapusan sanksi administrasi atas pajak yaak dithayar atau kurang
dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NonukoR Wajib Pajak
(NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendedia diri secara
sukarela untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib PajEiPWP).

(http://www.SunsetPolicy.ac.id.net)

Jenis Sunset Policy
Ada dua jenis Sunset Policy berdasarkan ketentuan, yaitu
(http://www.SunsetPolicy.ac.id.net)
a. Sunset Policy untuk Wajib Pajak baru
Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ajals yang
tidak atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak oranggali yang secara
sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NomakoR Wajib

Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 dan menyampaikan t Sura



Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadiukuitahun
Pajak 2007 dan sebelumnya.

Fasilitas pembebasan sanksi pajak ini khusus @drerkepada
Wajib Pajak orang pribadi saja yang mendaftarkairsdcara sukarela
dalam tahun 2008. Wajib Pajak yang memperoleh NoRwkok
Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008 berdasarkanil has
ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkdin secara
sukarela dalam menggunakan fasiliasset Policy

b. Sunset Policy untuk Wajib Pajak lama

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak lama adalah WRgkak
yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebeluranuari 2008.
Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ataslakbatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikpadke Wajib
Pajak lama, baik orang pribadi maupun badan, yafgmtahun 2008
menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahireak

Penghasilan sebelum tahun pajak 2007.

3. PersyaratanSunset Policy bagi Wajib Pajak
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkasilitds
penghapusan sanksi yang dikenal den§anset Policyni, Wajib Pajak
baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

(http://www.SunsetPolicy.ac.id.net)

a. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperblemor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008;

b. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulgeemyidikan,
penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan ataaktipidana di bidang
perpajakan;

c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPTh taajak 2007
dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyamsaibjektif dan
objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

d. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yangpainsebagai akibat
dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan HRgaighasilan

sebelum surat pemberitahuan Tahunan Pajak Peraghdsimpaikan.



Sedangkan persyaratan bagi Wajib Pajak Baru adséddagai

berikut :

a.

Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selmeltanggal
1 Januari 2008;

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pelaghasng
dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pelaghasng
dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalaah dedang
dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum mepgian Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, teRgineriksaan
Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengandakan
penyidikan karena tidak diketemukan adanya Buktirmeéaan tentang
tindak pidana di bidang perpajakan;

Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulganyidikan,
penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atalsktipidana di
bidang perpajakan;

Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun p2(#l6 dan
sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2(08;

Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yangotimsebagai
akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan TahuRajak
Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunak Papghasilan
disampaikan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberaahlahunan
Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemerikgang juga
meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksan teusedihentikan
kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pembesatalatas pajak
lainnya menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaasbue tetap
dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur JeddRajak.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberaahlahunan
Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pksaen, namun

atas surat pemberitahuan jenis pajak lainnya upéniode yang sama



sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaagbtegrdihentikan
kecuali untuk pemeriksaan terhadap surat pembagdtalatas pajak
lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeaiksarsebut tetap
dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jexidajak.

j. Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pdtaghasng
dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Seeatberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai peanabatias
permohonan pengembalian kelebihan pembayara pajakg y
tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PagaghBsilan
yang dibetulkan.

4. Fasilitas Sunset Policy
Pembetulan yang diberikan penghapusan sanksi astrasii berupa
bunga adalah pembetulan Surat Pemberitahuan TahuRajak

Penghasilan yang disampaikan sebelum tanggal 2008 dan satu kali

pembetulan setelah 30 Juni sampai dengan 31 Dese2ib8 dan pada

akhirnya diperpanjang hingga akhir Februari 200@ngan demikian,
apabila sebelum 1 Juli Wajib Pajak sudah menyarapailSurat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembelattamendapatkan

fasilitas Sunset Policy maka setelah tanggal 1 Juli sampai dengan 31

Desember 2008 dapat melakukan sekali lagi pemimetulatuk

mendapatkan fasilitaSunset Policy
Apabila sebelum 1 Juli 2008 Wajib Pajak lama belomelakukan

pembetulan, maka hak atas penyampaian Surat Pé¢amoem Tahunan

Pembetulan hanya satu kali saja dalam rangka unardapatkan fasilitas

Sunset Policy.

5. Ketentuan Sunset Policy
Ketentuan yang ditetapkan dalaBunset Policyadalah sebagai
berikut : (http://www.SunsetPolicy.ac.id.net)

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak menggunakanlir SPT

tahunan Pph Tahun Pajak yang bersangkutan.



b. Menuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UUKaigu “SPT
berdasarkan Pasal 37A UU KUP” dibagian atas tenGainat
Pemberitahuan Induk dan setiap lampirannya.

c. Kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) TahuPajak
Penghasilan (Pph) harus dilunasi dengan menggurtaltaat Setoran
Pajak (SSP).

d. Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar kex@apSurat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.(Pph)

e. Disampaikan ke Kantor Palayanan Pajak (KPP) teryaib Pajak
terdaftar.

Dalam progranSunset Policyliharapkan dapat menumbuhkan minat
masyarakat. Kebijakan ini yang pemerintah laksamagacara optimal,
guna meningkatkan ketaatan Wajib Pajak untuk mearbayajak.
Walaupun bukan hal yang mudah merubah persepsiamssy untuk taat
membayar pajak dengan adanya kebijakan-kebijakary ydibuat oleh
pemerintah ini. Dibutuhkan usaha yang keras dandgleian yang
menyeluruh untuk terwujudnya tujuan dari sisteBunset Policy
Diharapkan juga bisa meningkatkan kepercayaan c@aerbdukaan serta
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membakawajiban
pajaknya.

F. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan spontan yang diséesadaran dan
tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok umtekcapai tujuan
bersama. Keterlibatan spontan yang dimaksud ada&liputi keterlibatan
mental, fisik maupun pemikiran seseorang pada skelampok dimana ia
menjadi anggotanya yang ditujukan bagi kepentinghersama
(Sastroputro,1988,h.36).

Davis dalam bukunyaHuman Relation at Workmendefinisikan
partisipasi sebagai keterlibatan mental atau peamkidan emosi atau
perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yamglenongnya untuk
memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usahaape tujuan

serta turut bertanggungjawab terhadap tujuan yarggsabgkutan



(Sastropoetro,1988,h.1.3Ndraha mengutip pernyata&@ohen dan Uphoff
menyatakan belum ada definisi yang memuaskan mangestilah
partisipasi, oleh karena itu mereka membatasinyda daevelopment
Participation atau partisipasi dalam pembangunan yang berattisipasi
(aktif) masyarakat. Dari pengertian di atas, makpadl disimpulkan bahwa
partisipasi adalah keterlibatan atau peran sertayanakat secara aktif
dalam pembangunan. Dimana masyarakat terlibat aewantal psikologis
maupun fisik dan lainnya, guna melaksanakan kegigitambangunan
tersebut untuk mencapai tujuan dan ikut bertanggjavgab terhadap
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Penggolongan Partisipasi masyarakat sebagai berikut
1) Partisipasi yang dipaksakan yaitu partisipasi yemgdi apabila orang

dipaksa melalui peraturan-peraturan atau hukuntjspaasi di dalam
kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan kegakidan tanpa
melalui persetujuan mereka sehingga apabila tidafakokan hal
tersebut maka terdapat sangsi yang tegas berupamiank ataupun
denda.

2) Partisipasi moril yaitu partisipasi berdasarkaragdrkesukarelaan yang
terjadi bila seorang melibatkan diri secara sulkaml dalam suatu
kegiatan partisipatif.

3) Partisipasi untung-rugmerupakan partisipasi yang terjadi apabila
kondisi sosial ekonomi dimana ada program yangrsebga enggan
dia ikuti tetapi karena kesulitan ekonomi dan peulgasosial dia
terpaksa mengikuti sebab ada keuntungan yang dgbedari aktor
peleksananya.

Beberapa penggolongan di atas, maka dapat Kkitat ljbais
penggolongannya sehingga dapat disesuaikan demganam kebijakan
Sunset Policyyang sedang dipelajari saat ini. Dalam hal ini raaskat
terlibat secara mental psikologis maupun fisik d@innya, guna terlibat
dalam prograntSunset Policytersebut untuk mencapai tujuan. Partisipasi
masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan prggegam

pemerintah. Pentingnya partisipasi masyarakat bahbe&rhasilnya



pencapaian tujuan pembangunan memerlukan ketentitzddtif masyarakat
pada umumnya. Tidak saja dari pengambil kebijaksartartinggi, para
perencana, aparatur pelaksana operasional, pediageihgpara pengusaha,
dan lain-lain.

Kebijkaan Sunset Policy dalam meningkatkan partisipasi dan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak paatndalaksanaannya
mempunyai faktor-faktor penghambat dan pendukundanga faktor
penghambat dan pendukung inlah yang bisa mempdrigapakah
implementasi kebijakaBunset Policyersebut berhasil apakah tidak.

G. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam KebijakarSunset Policy

Dalam implementasi suatu program kebijakan penadrimtasti terdapat

beberapa faktor pendukung dan penghambat. Tidakbadanya dengan

program pemerintah yang lain, faktor pendukung ganghambat dalam

programSunset Policyadalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia merupakan sebuah komponenpgding penting
dalam penyuksesan suatu program kebijakan. Kar&wamber Daya
Manusia adalah alat maupun sasaran dalam prograijkdman Sunset
Policyini.

2. Lingkungan
Lingkungan merupakan tempat dimana kebijkaan tetsdidaksanakan.
Keberadaan lingkungan yang kondusif dapat membamnsukseskan
implementasi suatu kebijakan ynag telah dibuat pierad.

3. Teknologi
Teknologi merupakan suatu penunjang dalam proseglementasi
kebijakan. Dengan adanya bantuan teknologi makaepramplementasi
kebijakaan dapat berjalan dengan lebih cepat danas@lengan tujuan
yang diharapkan.

4. Sistem
Sistem merupakan suatu alur dari progr&unset Policy.Kebijakan
tersebut akan sukses dan terimplementasi dengdn dpabila sudah

berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan



5. Struktur Organisasi
Struktur organisasi disini berperan sangat pentif@yena disiniSunset
Policy harus dilaksanakan oleh pemerintah dibawah Demkttendral
pajak sebagai pemegang pengelolaan. Maka, kesigdpetur organisasi
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya saeghgp guna

mensukseskan prograBunset Policyni.



BAB Il
METODE PENELITIAN

Perancangan penelitian adalah merupakan suatu t&egigmiah. Suatu
penelitian memerlukan metode yang sesuai dengamgsetahan yang diteliti
agar memperoleh data yang relevan dengan permasajaing ada. Oleh karena
itu metode diperlukan dalam suatu penelitian. Rigel adalah suatu proses
mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu lgang dengan menggunakan
metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlakuki#s adalah suatu metode
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatekplspatu set kondisi, suatu
sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwva paasa sekarang.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitisskdptif, yaitu
meneliti status manusia, suatu objek, suatu sitatmi kondisi, sistem
pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada melsarang. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk meneliti status sekglokn manusia, suatu
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikirau@in kelas pemikiran
pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendek&npsnenggambarkan
atau melukiskan secara sistematis, faktual danahkoengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yandidiisge(Nazir,2005,h.54 ).

Pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatalitatia Menurut
Bogdan dan Taylodalam (Moleong,2000,h.4jmendefinisikan "Kualitatif
adalah sebagai prosedur yang menghasilkan dataakudlerupa kata-kata
tulis maupun lisan dan orang-orang atau perilakagyaliamati yang
diarahkan pada latar dan individu secara hol(stikh)”. Jadi dalam hal ini
tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasdalam variabel atau

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagisuatu keutuhan.

B. Fokus Penelitian
MenurutMoleong (2007:237Jokus penelitian adalah suatu pembatasan
terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalaodengenelitian

kualitatif yang berfungsi untuk:



1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus peéaeldapat membatasi
bidang-bidang inkuiri (masukan), misalnya ketikengléi membatasi
pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapapgnelitian
lainnya tidak dimanfaatkan lagi.

2. Memenuhi kriteria inklusi-eklusi (masukan dan kehrg suatu
informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan addolgas penelitian
maka seorang peneliti dapat mengetahui data mamg alkan diambil
dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Jadi sasaran atau fokus yang menjadi titik pandki&m penelitian ini
adalah membahas tentang implementasi kebijakanset Policydalam
Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarak&tku Membayar
Pajak. Dengan demikian yang menjadi fokus peneliiaadalah
1. substansi dari kebijaka®unset Policy

a. Dasar,lsi atau substansi dari kebijalsamset Policy

b. Pelaksanaan dari kebijak&unset Policy
2. Implementasi kebijakarbunset Policydalam meningkatkan partisipasi

masyarakat membayar pajak

a. Pelaksana (aktor) kebijakan

b. Peningkatan partisipasi membayar pajak yang bepgpalapatan

serta bertambahnya wajib pajak.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam palaksaremjakanSunset
Policy tersebut.

a. Faktor Intern

b. Faktor Ekstern

C. Lokasi dan Situs Penelitian
Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian &ddmpat dimana
peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini gamenjadi lokasi
penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Malang.
Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adsdatpat untuk
memperoleh data dan informasi yang digunakan unto&njawab

permasalahan sesuai dengan fokus penelitian ygng diteliti. Sedangkan



yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Kamilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur Ill Malang.

D. Sumber Data
Menurut pendapat Loflan@alam Moleong,2007.h.15Mengemukakan
bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif idata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumelaidaain. Keberadaan
data dapat dijadikan sebagai sumber informasi bakajan untuk
mengetahui apa yang kita teliti.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penilitta sumber data
akan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
1. Data Primer
Dalam penelitian ini yang menjadi data primer datag diperoleh
peneliti secara langsung dari sumbernya serta ptray langsung
dari pihak-pihak yang terkait pada DJP Kawil JatinMalang .
2. Data Sekunder
Dalam penelitian ini yang menjadi data sekundetadddata yang
dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luangiti sendiri,
walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data Bslia sekunder
yang diperoleh penulis berupa dokumen-dokumen,réaplaporan,
paper-paper dan lain-lain yang berasal dari DJP iKdatim Il
Malang
Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumdir ldarena
dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan unteaguoiji,
menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasaradalah
antara lain karena dokumen merupakan sumber yabhg, #aya dan
mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti urgu&tu

pengujian.

E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara-cara yanggdip&kan untuk

memperoleh data di lapangan. Untuk itu metode ataa pengumpulan



data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapetode dalam
penelitian ini adalah:
1. Studi Literatur

Dalam studi literatur ini data diperoleh dari bubwku literatur,
jurnal-jurnal penelitian, makalah-makalah, majaldm surat kabar
referensi atau rujukan dari penelitian sebelumnyangenai
peristilahan, kerangka pemikiran dan teori yang adda relevan
dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Wawancaralfterview)

Wawancara merupakan teknik pengumpilan data dengan
mengadakan tatap mukgace to Facg secara langsung dengan cara
berdialog dan tanya jawab, baik dengan respondamumadengan
pihak-pihak yang terkait lainnya. Guna memperoletormasi atau
data secara jelas dan mendasar, juga untuk mehjatnngan dengan
responden agar mempelancar dalam proses penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk meheper
gambaran secara langsung mengenai obyek penetgiatama yang
berkaitan dengan implementasi kebijakan sansatypoli

4. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menca
mencatat serta mempelajari data dari sejumlah aftsip dokumen
resmi yang ada di lokasi penelitian yang diangg&mtipg dan

mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Keabsahan Data
Penelitian kualitatif menghadapi penting mengeraiqujian keabsahan
hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitaliragukan kebenarannya
karena beberapa hal seperti subjektifitas pengiig dominan, alat yang
diandalkan seperti wawancara dan observasi menggndoanyak
kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan gipi@apa kontrol, serta
sumber data kualitatif yang kurangedibel akan mempengaruhi hasil

akurasi penelitian.



Untuk itu perlu dibangun sebuah mekanisme untukgasi keraguan
terhadap setiap hasil penelitian kualitatif. Dalamenelitian ini
menggunakan teknik pengujian keabsahan data ddegaik pemeriksaan
(Moleong,2007:32) Hal tersebut dapat dilihat dari tabel teknik
pemeriksaan data dibawah ini:

Tabel 1. Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif Moleong

Kriteria Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas 1. Perpanjangan keikutsertaan
(derajat kepercayaan) 2. Ketekunan pengamatan

3. Triangulasi

4. Pengecekan sejawat

5. Kecukupan referensial

6. Kajian kasus negatif

7. Pengecekan anggota
Kepastian 8Uraian rinci
Kebergantungan Audit kebergantungan
Kepastian 10Audit kepastian

Sumber: Moleong, 2007: .327
Peneliti akan melakukan upaya-upaya untuk menikgkakeabsahan
hasil penelitian dengan cara sebagai berikut:
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Dalam melakukan penelitian, peneliti akan berusal@uk
memahami budaya dan tradisi informan, makna sirdbual berbagai
makna lainya yang hidup dan tumbuh di masyarakaada informan
berada. Dengan begitu peneliti akan lebih memalkamdlisi keadaan
yang dialami informan sehingga lebih mempermudaHanda
menginterpretasikan hasil penelitian.
2. Ketekunan Pengamatan
Untuk memperoleh derajat keabsahan data yangitipggelitian
ini akan dilakukan dengan tekun dan memanfaatkamuaepanca
indera termasuk pendengaran, perasaan dan ingmelifn
3. Triangulasi
Dilakukan dengan melakukan cek ulang dengan medigkan
data hasil pengamatan dengan hasil wawancaranSelguga akan
dilakukan pengecekan apakah data yang dihasilkentidp metode

pengumpulan data hasilnya sama. Selanjutnya, deg@ penelitian



akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada ysesgai dengan
penelitian ini.
4. Pengecekan Sejawat
Peneliti akan menguji keabsahan data dengan roatakukan
diskusi dengan berbagai kalangan yang memahanaingmenelitian
ini. Dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran damperbaiki
interpretasi dengan penafsiran dari pihak lain.
5. Kecupan Referensial
Untuk lebih meningkatkan keabsahan data, peradan berusaha
memperbanyak referensi baik dari orang lain mauplalam
wawancara penelitian dengan narasumber.
6. Uraian Rinci
Dalam menyajikan hasil penelitian akan dijelas&annci-rincinya
setiap temuan yang didapat dari penelitian ini. il8ga dengan
paparan Yyang terperinci, gamblang, logis dan rasioakan

memudahkan orang lain untuk memahami hasil peaeliti

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukaam
keseluruhan proses penelitian, hal ini karena sisalilata menyangkut
kekuatan analisis dan kemampuan dalam mendeskipsiata situasi,
peristiwva dan konsepsi yang merupakan bagian dayelo penelitian.
Dengan analisis, data dapat diberi arti dan malarag yberguna dalam
memecahkan masalah.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitianatilah melalui
analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yamligunakan dalam suatu
penelitian untuk memperolen gambaran secara ktiligan akan
menghasilkan data secara deskriptif melalui uraian.

Adapun tahapan analisis dalam penelitiaadailah:
1. Reduksi Data
Yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuamy tydak

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara dademiupa



hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditaridan
diverifikasikan.
2. Penyajian Data
Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberika
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengamb
tindakan. Dengan melihat penyajian data kita dapamahami apa
yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Yaitu dilakukan dengan cara longgar, tetap terbutetapi
dirumuskan secara rinci dan mengakar denk@ioh (Miles, 1992,
h.16) Selanjutnya: "ketiga hal utama, yaitu reduksi datanyajian
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi g&ibauatu yang
jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan skspelagumpulan
data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangunagsawumum
yang disebut analisigMiles, 1992, h.19).

Gambar 3 Komponen-komponen Analisis Data Modelr éhif

Sumber : Matthew B. Miles dan Michael A. Hubbermisietode Penelitian Kualitatif,
Ul Press, Jakarta, 1992, hal 20



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum
1. Gambaran Umum Kota Malang
Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Malaegyandang
predikat sebagai Kota Pelajar, Kota Wisata dan Kothstri. Besarnya
potensi yang dimilikinya menjadikan Kota Malang gainberpotensi dan
strategis bagi berbagai kegiatan. Berikut ini alipaparkan mengenai
gambaran umum Kota Malang yang meliputi keadaangrgéis dan
administrasi, keadaan demografi dan pola pengguahannya.
a. Keadaan Geografis
Kota Malang terletak pada koordinat 112,66112,07 Bujur Timur
dan 7,08 — 8,02 Lintang Selatan dan memiliki luas wilayah 11.085,6
Ha. Wilayah administratif dibagi menjadi lima kecaan dimana tiap
kecamatan juga mewakili satu Bagian Wilayah Kot&/{® yang terdiri
dari 57 kelurahan. Pembagian 5 (lima) kecamataa kédlang adalah
sebagai berikut:
1)Kecamatan Klojen: 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
2)Kecamatan Blimbing: 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT
3) Kecamatan Kedungkandang: 12 Kelurahan, 102 RWR/64
4) Kecamatan Sukun: 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
5) Kecamatan Lowokwaru: 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT
Secara keseluruhan, Kota Malang memiliki daratda-rata lebih
tinggi dari wilayah lainnya di Propinsi Jawa Timugeberadaan Kota
Malang pada ketinggian 339 — 662,5 meter dari pkaan air laut,
dengan curah hujan rata-rata 1.833 mm/thn dan satairata 24,13
derajat celcius serta kelembaban udara 72 % merhdika yang cukup
sejuk dan kering.
Dengan tingkat ketinggian diatas, Kota Malang jug@miliki
tingkat kemiringan lahan yang cukup beragam dAtiiBgga 18 dengan

wilayah kemiringan dibagian utara, tengah dan aeldtota, rata-rata



memiliki lahan sebesar®3hingga 8 pada bagian timur dan barat
memiliki tingkat kemiringan lahan’hingga15.

Tabel 2
Ketinggian Kota Malang
Ketinggian Luas
No Kecamatan Tempat Hektar %
(meter)
1 | Klojen 420 — 440 883.000 8.02
2 | Blimbing, Lowokwaru 440 — 525 2.036.000 36.67
3 | Kedungkandang, Sukun 440 — 460 6.086.000 55.21
Jumlah 11.006.000 100,00

Sumber : Buku Penjelasan Peta Data Pokok Kota Malan
Kota Malang memiliki hawa sejuk dan kering, curaljgh rata-rata

tiap tahun 1.833 mm dan kelembaban udara rata#afa. Jenis tanah di
wilayah Kotamadya Malang ada 4 macam vyaitu Alluviadlabu
kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha Jenis tanaliallmencapai
58.49% merupakan tanah yang sangat baik untuk rpanta karena
mengandung mineral yang cukup untuk tumbuhan. Damigula untuk
bangunan, jenis tanah ketiga ini cukup kuat daearnnya, karena
merupakan endapan tanah liat yang bercampur padis,hsehingga
sangat cocok sebagai tempat mendirikan bangunaxlitdvizn coklat
dengan luas 1.225.160 Ha mencapai 10.32% merupakentanah yang
memiliki karakteristik tahan menahan. Asosiasisatacoklat kemerahan
grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha mencapai 16.37 étpunyai
sifat yang mudah longsor dan mempunyai drainase yalek. Jenis
tanah ini kurang baik untuk tempat mendirikan baragukarena selalu
terancam bahaya.
Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain:
1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang culdag, lcocok untuk
industri
2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subucgolcountuk
pertanian
3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadazrang
kurang subur
4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amatrhenjadi daerah

pendidikan.



Dari pembagian fisiografi Jawa Timur, wilayah Kotdalang
termasuk dalam wilayah Zona Pegunungan Selatan yenyi dari
daratan tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan damncak pegunungan.
Beberapa puncak pegunungan tersebut diantranyan@ufAojasmoro,
Gunung Arjuno di bagian Utara, Gunung Kawi dan GunButak di
bagian Barat, serta Gunung Semeru dan Gunung Bdotmagian Timur.
Di beberapa pegunungan tersebut terdapat lerengdidaara lereng-
lereng pegunungan itu umumnya membentuk pegunupgabnukitan
yang semakin melandai mendekati Kota Malang. Leni&aibah yang
terbentuk diantara pegunungan pada umumnya segykyp dalam
dengan tebing curam sehingga terjal membentuk daRasar lembah-
lembahnya terdapat alur-alur sungai yang merupakak-anak Sungai
Brantas yang melintasi Kota Malang dan mebujur death barat-utara
menuju arah selatan Kota. Ditinjau dari segi adstiasi, maka Kota
Malang terletak di dalam Kabupaten Malang dengarasaa-batasan
sebagai berikut:

1) Sebelah Utara  : Kecamatan Singosari dan Kecamadeamkj
Ploso

2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tignpa

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan KecarRaildraji

4) Sebelah Barat  : Kecamatan Wagir dn Kecamatan Dau

b. Keadaaan Demografis

Aspek kependudukan merupakan suatu faktor yanggaenting
bagi perencanaan tata ruang, baik tata ruang kaeigpom tata ruang
wilayah. Hal itu disebabkan aspek kependudukarmerupakan salah
satu faktor yang menentukan dalam pembentukan (kobean), begitu
pula dalam pembentukan wilayaredion). Selain itu penduduk juga
sebagai sumber insani pembangunan memang sangatitkbn baik
secara kuantitatif maupun kualitatif dalam arti akm besar jumlah
penduduk yang berkualitas, akan memberikan jamibean berhasilnya
pelaksanaan pembangunan. Untuk mengetahui potensiuguk yang



ada di Kota Malang ini dapat dilihat dari sisi ketgakerjaan yakni
jumlah angkatan kerja yang belum tersalurkan

Dilihat dari sisi jumlah angkatan kerja yang belusrsalurkan
terdapat 45.808 jiwa atau sekitar 10% dari angk&tja yang ada di
Kota Malang, yang berarti di Kota Malang terdapatepsi penduduk
sekitar 45.808 jiwa yang dapat digunakan sebagaihssatu modal
pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Apabilahadlil per-
kecamatan maka kecamatan yang mempunyai potensahutenaga
kerja yang belum tersalurkan terbanyak adalah Katam Klojen
sebanyak 10.113 jiwa atau 22,08% dari total junalagkatan kerja yang
belum tersalurkan, diikuti oleh Kecamatan Sukunasgbhk 9.680 jiwa
atau 21,13%, kemudian Kecamatan Blimbing sebanya@39jiwa atau
20,51% dan Kecamatan Lowokwaru sebanyak 9.238 gitaa 20,17%.
Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah angakegga yang belum
tersalurkan paling kecil adalah Kecamatan Kedung&ag sebanyak
7.384 jiwa atau 16,12%.

Total seluruh jumlah penduduk Kota Malang berdasi@s data
registrasi pendudukyang dikoordinasi oleh Biro P#sda Malang tahun
2007 dalam Kota Malang dalam Angka Tahun 2007 sel846.444 jiwa
yang tersebar dalam lima kecamatan. Untuk lebdsysja, dapat di lihat
pada tabel 4. di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kota Malang menurut Kecamatan

dirinci menurut jenis kelamin

Jumlah Penduduk

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Kedungkandang 91,490 91,044 182,534
2. Sukun 85,861 84,340 170,201
3. Klojen 48,227 53,596 101,823
4. Blimbing 83,220 84,335 167,555
5. Lowokwaru 99,161 95,170 194,331

Jumlah 407,959 408,485 816,444

Sumber: BPS kota Malang dalam Malang dalam Angkay2



2. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa
Timur 11l Malang
a.Sejarah Perkembangan Kantor Wilayah DJP Jawa Timurlll

Sejarah perkembangan Kantor Wilayah Direktorat deaidPajak
(DJP) Jawa Timur lll diawali dengan dibentuknya tenwWilayah Xl
Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Bagian Timurbdrdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KMK- 443/KNDK/2001
Tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan TatgaK&ntor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pafantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dagidilean Pajak,
dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi RleapajDi awal
pembentukan Kantor Wilayah XII Direktorat Jendd?ajak (DJP) Jawa
Bagian Timur Il mempunyai 26 unit kerja yang addana wilayah
kerjanya yang terdiri dari Kantor Pelayanan PajilPK) Mojokerto,
KPP Sidoarjo Timur, KPP Sidoarjo Barat, KPP KediiKPP
Tulungagung, KPP Malang, KPP Batu, KPP Pasurua®, R®bolinggo,
KPP Jember, KPP Banyuwangi, Kantor Pelayanan PBjaki dan
Bangunan (KPPBB) Sidoarjo, KPPBB Kediri, KPPBB Maoto,
KPPBB Tulungagung, KPPBB Blitar, KPPBB Malang, KHPB
Pasuruan, KPPBB Probolinggo, KPPBB Jember, KPPBBb&ndo,
KPPBB Banyuwangi, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikajak
(KARIKPA) Mojokerto, KARIKPA Kediri, KARIKPA Malang dan
KARIKPA Jember. Adapun Kepala Kanwil pada saatatlalah Bapak
Sirodjul Munir yang memimpin sampai dengan bulamil&3004.

Seiring dengan reorganisasi yang dilaksanakan mirak Jenderal
Pajak pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Mé&meangan Nomor
: 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003, Kantoitayéh XII
Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Bagian Timudilbah menjadi
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Badianur Il dan unit
kerja yang ada dalam wilayah kerjanya berkurangnggh menjadi 20
unit kerja yang terdiri dari KPP Malang, KPP KedkKPP Tulungagung,
KPP Batu, KPP Pasuruan, KPP Probolinggo, KPP JemKePr



Banyuwangi, KPPBB Kediri, KPPBB Tulungagung, KPPHBitar,
KPPBB Malang, KPPBB Pasuruan, KPPBB Probolinggo,PEB
Jember, KPPBB Situbondo, KPPBB Banyuwangi, KARIKR&diri,
KARIKPA Malang dan KARIKPA Jember. Sedangkan KPido&rjo
Barat, KPP Sidoarjo Timur, KPP Mojokerto, KPPBB &do, KPPBB
Mojokerto dan Karikpa Mojokerto masuk dalam wilayledrja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tithur

Reorganisasi di Direktorat Jenderal Pajak terus lakukan,
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :KMR/01/2004
unit kerja dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditetat Jenderal Pajak
Jawa Bagian Timur Il bertambah 1 unit kerja sebmgnenjadi 21 unit
kerja yaitu KPPBB Kepanjen. Kepala Kantor Wilayahtahun 2004
adalah Bapak Pandu Bastari yang memimpin sampagaterulan
Desember 2006.

Pada periode kepemimpinan Bapak Suharno, tahué Bo@yga
sekarang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan oNom
132/PJ.01/2006 Kantor Wilayah Direktorat JenderghlP Jawa Bagian
Timur Il diubah menjadi Kantor Wilayah Direktordéndral Pajak Jawa
Timur lll dan dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Madialang yang
masuk dalam wilayah kerjanya yang mempunyai tugasna untuk
mengadministrasikan para Wajib Pajak Besar yangdasalayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tirur

Pada tahun 2007, Kantor Wilayah Direktorat JendPagbhk Jawa
Timur 1l mengalami reorganisasi yang merupakangkamn dari
reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pgmng telah dimulai
sejak tahun 2002. Hal ini berdasarkan Keputusaekiir Jenderal Pajak
nomor KEP-158/PJ/2007 tentang Penerapan Organikaisi, Kerja dan
Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP indgkungan
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Jawa Timur I, daWmur Il dan
Bali maka mulai tanggal 4 Desember 2007 Kantor YéiteaDJP Jawa
Timur [ll membawahi 1 KPP Madya (KPP Madya Malangi}, KPP

Pratama (Banyuwangi, Batu, Singosari, KepanjernaBliember, Kediri,



Pare, Malang Selatan, Malang Utara, Pasuruan, Pnggo, Situbondo,
dan Tulungagung) dan 7 KP2KP (WIingi, Nganjuk, Binigraksaan,
Lumajang, Bondowoso, dan Trenggalek)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tinhiiryang

membawahi 14 Kantor Pelayanan Pajak Pratama danfioKPelayanan

pelayanan terhadap masyarakat mengenai perpaj&leamtor Wilayah
DJP Jawa Timur lll yang terletak di Jalan S. Parian100 Malang
dirasakan sangat stategis dengan fasilitas yangk#gn sehingga
masyarakat yang datang akan merasa nyaman berdan dentor
tersebut.

Dari beberapa hal di atas Kantor Wilayah Direktdeideral Pajak
Jawa Timur Il Malang mempunyai sebuah Visi dan iMiang harus
diterapkan dengan baik agar masyarakat tahu akaarbabut

b.Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Instansi pemerintah yang menyelenggarakestens
administrasi perpajakan modern yang efektif, dfisidan dipercaya
masyarakat dengan integritas dan profesionalismg §aggi.
2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan ngnda
Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne§REiN) melalui

sistem administrasi perpajakan yang efektif dasieii

c. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tinur IlI
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Penjelasan dari bagan Kantor Wilayah Direktoradéesd Pajak Jawa

Timur 11l adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tanggabatdguan
hukum. Bagian Umum ini terdiri dari:

a) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukaamiru
kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etitg ser
administrasi Jabatan Fungsional.

b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan.

c) Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan mempunyas tug
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan admagnistr
bantuan hukum atas kasus yang diproses pada PReradil
Umum dan Tata Usaha Negara, penyusunan laporan,
penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, agemah
akuntabilitas.

d) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyss tug
melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesgjaht dan
perlengkapan.

2. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyaiasug
melaksanakan pemberikan dukungan teknis komputehitgan
konsultasi, bimbingan  penggalian  potensi  perpajakan
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pertgajian
informasi perpajakan. Bidang Dukungan Teknis damdtitasi
yang terdiri dari:

a) Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas
melakukan pemberian dukungan teknis operasionaplaten
pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dagram
aplikasi, pembuatan back-up data, serta pemantauan,
pemeliharaan dan perbaikan aplikessPTdane-Filing.

b) Seksi Bimbingan Konsultasi mempunyai tugas melakuka

pemberian bimbingan teknis konsultasi dan teknis



intensifikasi, serta bimbingan dan pemantauan palaan
kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.

Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan diata
atau alat keterangan, penyajian informasi, melakuka
pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat
keterangan, melakukan bimbingan ekstensifikasi bVBajak,

serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatansalaa

rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian mergai tugas

melaksanakan penyiapan dan urusan kerjasama gapaja

melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataam,penilaian,

serta bimbingan dan pemantauan pengenaan. Bidangsima,

Ekstensifikasi, dan Penilaian yang terdiri dari:\

a)

b)

d)

Seksi Bimbingan Kerjasama Perpajakan mempunyaistuga
melakukan bimbingan dan menyiapkan kerjasama danigjd
perpajakan termasuk melakukan koordinasi dengarefaah
Daerah dan instansi terkait lainnya, serta menglkapudan
menyalurkan data perpajakan hasil kerjasama depgaak

luar.

Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan memputygas
melakukan bimbingan pengamatan potensi perpajakan,
pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan
pemutakhiran basis data nilai,objek pajak dalam ungmg
ekstensifikasi.

Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian mempungaist
melakukan bimbingan pendataan dan penilaian tetnasu
proses Kklasifikasi nilai jual objek pajak serta jaga
keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajakaanwilayah.

Seksi Bimbingan Pengenaan mempunyai tugas melakukan
bimbingan dan pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan igemgu



Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Ragakpunyai
tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaarpeiaagihan
pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksammpeagihan
pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaanapdjaigsional
pemeriksa pajakpeer review) bantuan pelaksanaan penagihan,
serta pelaksanaan urusan administrasi penyidikamagaik
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidasgpajakan.
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Rajakterdiri
dari:

a) Seksi Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas medakuk
bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan, pé&man
pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan gedrest
hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional niksae
pajak(peer review).

b) Seksi Administrasi Penyidikan mempunyai tugas medak
urusan administrasi penyidikan termasuk pemerikdaakii
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, serta
pemantauan hasil pelaksanaan teknis pemeriksaani buk
permulaan dan penyidikan.

c) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan
bimbingan teknis dan administrasi penagihan, peaognt
pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan
pelaksanaan penagihan pajak.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masarak

mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pen@ntau

penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakasaru
hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksana&kegmilphan
dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggungbjd<zator

Wilayah. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Masyarakat yang terdiri dari:

a) Seksi Bimbingan Penyuluhan mempunyai tugas melakuka

bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan



pemutakhiranwebsite serta pemutakhiran panduan informasi
perpajakan.

b) Seksi Bimbingan Pelayanan mempunyai tugas melakukan
bimbingan pelayanan perpajakan, evaluasi atas geday
perpajakan, urusan penyeragaman penafsiran ketentua
perpajakan, serta pengelolaan pengaduan Wajib Pajak
mengenai pelayanan dan teknis perpajakan.

c) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaianniafsi,
peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaganan
interaktif (call center) serta urusan kerjasama perpajakan.

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempuugas

melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaianratabge

pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau paiarbat
ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Fajaki dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan mBEmgu

pengurangan sanksi administrasi, proses bandimgeprgugatan,

dan Peninjauan Kembali. Bidang Pengurangan, Kedgradan

Banding yang terdiri dari:

a) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding | menapuny
tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian
keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, penguraatmn
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pangan
sanksi administrasi, proses banding, dan proseatgugserta
Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor industri.

b) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding I meyapun
tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian
keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, penguraaggn
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pangan
sanksi administrasi, proses banding, dan proseatguugserta

Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor perdagangan.



c) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding Il maggu
tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian
keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, penguraaggn
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pangan
sanksi administrasi, proses banding, dan proseatguigserta
Peninjauan Kembali Wajib Pajak sektor jasa.

d) Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meyapun
tugas melakukan bimbingan dan urusan penyelesaian
keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, penguraagsn
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pangan
sanksi administrasi, proses banding, dan proseatgugserta
Peninjauan Kembali Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meéakuk

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masisgma

berdasarkan peraturan perundang-undangan yandunerla

a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlabajan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompokuaes
dengan bidang keahliannya

b) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh jab
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kanféilayah
dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.

c) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesigmigan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan,

pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidangkPaj

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pemjwdhs Barang

Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam \atay

wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang-Undarayay

berlaku.



9.

10.

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan
pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidangkPaj
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pemjuwdhs Barang
Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan
Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah daguriam
dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturannéamg-
Undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pstpaj yang
selanjutnya disebut KP2KP adalah instansi vertikalektorat
Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggwapb
langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan PajaknPaataP2KP
dipimpin oleh seorang Kepala. KP2KP mempunyai guga
melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan kassult
perpajakan kepada masyarakat serta membantu KBetayanan

Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kemeyarakat.

d.Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak

().

).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang Selaya disebut
Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktod&#nderal Pajak
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langkepgda
Direktur Jenderal Pajak.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala. Karidilayah

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbintgkmis,

pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran Ketijaserta
pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasgr&eaturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Direktdetderal

Pajak menyelenggarakan fungsi:

(a). pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Direktorat Jenderal Pajak;

(b). pengamanan rencana kerja dan rencana penerimdanadiy

perpajakan;



(c). bimbingan konsultasi dan penggalian potensi pakaaj serta
pemberian dukungan teknis komputer;

(d). pengumpulan, pencarian, dan pengolahan datasamiajian
informasi perpajakan;

(e). penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakentepan
bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan pemilai

(. bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pela&sadan
administrasi penyidikan;

(g). bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksan
hubungan masyarakat;

(h). bimbingan dan penyelesaian keberatan, penguramdzn
penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan at
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta
pelaksanaan urusan banding dan gugatan;

(). bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusaer&ein,
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksiistdasin
dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketepapsin
yang tidak benar;

(). bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Beda
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

(k). pelaksanaan administrasi kantor.

Penjelasan dari bagan diatas dapat diketahui masaging tugas
dari seluruh bagian. Pentingnya peranan seluruhiabagialam
menjalankan semua tugas sesuai dengan keahlianeryduiat sebuah
organisasi akan berjalan lancar, efektif, dan afisHal tersebut tidak
terlepas dari peran seorang pemimpin yang dinggappu serta layak
memimpin sebuah organisasi. Dalam Wilayah Direktdeaderal Pajak
Jawa Timur Ill yang dipimpin seorang Kepala Kantoempunyai
tanggung jawab besar dalam semua tugasnya serigaapalaksanaan
implementasi kebijakarSunset Policymerupakan tanggung jawab
penuh seorang Kepala Kantor.



Kepala Kantor Wilayah di bantu oleh staf bagianlaca
menjalankan kebijakarsunset Policydiharapkan kebijakan tersebut
mencapai target yang telah ditetapkan juga beradanijaik bagi
masyarakat yang sadar akan membayar pajak. Untuisukeeskan
kebijakanSunset Policyni Kepala Kantor Wilayah membentuk sebuah
Tim dalam pelaksanaannya.

Pelindung dari pelaksanaan kebijak8onset Policyaitu Kepal
Kanwil DJP Jtim Ill, dengan penasehat Kepala Badignum, serta
penanggung jawab kegiatan yang berjalan dilapaag@atah Bidang
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di&aguai oleh
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat. Pembentukan Timyang
nantinya diharapkan dapat mendorong keberhasilan ladijakan

Sunset Policyni.

3. Gambaran Umum Sunset Policy

Sunset Policyadalah nama kebijakan dalam suatu undang-undamy ya
bersifat khusus dan berlaku untuk jangka waktu yterbatas (hanya
selama tahun 2008). Dalam ketentuan peraturan gangaundangan
perpajakan,Sunset Policydapat diartikan sebagai pemberian fasilitas
perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi adrasiistperpajakan
berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37angtdhdang
Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atadang)-Undang
nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum danctata perpajakan
(Undang-Undang KUP).

Konsep dasar Undang-Undang Perpajakan yang mend38saset
Policy adalahsistemSelf assessmeralam sistenself assessmentyajib
Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan dirtasenenghitung,
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan senelsatmya pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Pegsutatangan
Perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian keparcageebut, Wajib
Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) bedetarangan dan
dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisase benar, lengkap,

dan jelas. Oleh karena itu, dalam rangka memperbketilitas Sunset



Policy Wajib Pajak juga diberi kepercayaan untuk menertulSurat
Pemberitahuan (SPT) atau Pembetulan Surat Penthemta (SPT)
tahunan Pajak Penghasilan (SPT tahunan Pph) tahjak gang Akan
disampaikan.

Alasan utama adanygunset Policglalam hal ini Undang-Undang KUP
memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderghk Pantuk
menghimpun data perpajakan dan mewajibkan insta@snherintah,
lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memderidtata kepada
Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkmkDirektorat
Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenut@majiban
perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakdhtuk
menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksijakan yang timbul
apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajibapaptannya secara
benar.

Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 ini menker kesempatan
kepada masyarakat untuk menyampaikan atau memaetuRurat
Pemberitahuan (SPT) tahunan Pph untuk tahun-talaek p/ang lalu.
Tujuan diadakannya program kebijak&nonset Policyni ialah Memberi
kesempatan kepada seluruh masyarakat indonesi&k umamperoleh
fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupgdatas keterlambatan
pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidakkarang dibayar.

Pemerintah memperpanjang batas waRtinset Policyatau program
penghapusan sanksi bunga pajak dari 31 Desembeé 2@hjadi 28
Februari 2009. Ini dilakukan karena perbankan kehat menerima
permohonan pembayaran pajak kurang bayarbdayak Wajib Pajak
yang mengeluh karena sempitnya waktu untuk yeleeaikan semua
urusan perpajakan mereka dalam ran§kaset Policy Selain itu,
banyak formulir pembayaran pajak yang menumpuketdbgnkan belum
diproses.

Perpanjangan batas waktsunset Policyitu dimungkinkan karena
pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintaiggaati Undang-

Undang (perpu) yang akan mengubah UU KUP. Perpgdatlang dalam



proses penyusunan dan diharapkan bisa segeralsgaklum 1 Januari
20009.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian
1. Substansi dari Kebijakan Sunset Policy
a. Dasar, Isi atau Substansi dari KebijakanSunset Policy

Sunset Policymerupakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah
pusat, kebijakan tersebut diterapkan oleh selurantét Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan kPdjawilayah
masing-masing. Daerah jawa timur sendiri terdagatKantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak yaitu di Surabaya, Sida#an Malang.

Di Malang bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenti®aak Jatim
Il yang meliputi 1 KPP madya dan 14 KPP prataiDagektorat
Jenderal (Dirjen) pajak beserta KPP tersebut bexssama
melaksanakanSunset Policyyang diharapakan dengan adanya
kebijakan ini pemasukan negara dari sektor pajakskénya Pajak
Penghasilan (Pph) akan meningkat sesuai dengarettaygng
diinginkan juga sebagai menyelenggarakan pemeantahlain itu juga
diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada \Wajék (Wp)
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) plamyerahan
Surat Pajak Terhutang (SPBunset Policynerupakan salah satu usaha
Direktorat Jenderal Pajak membangun kesadaran maksyadalam
membayar pajak.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muotad
Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kalo masyarakat enggan membayar pegalgeriu
dipertanyakan rasa nasionalismenya itu dimana. néamajak itu
digunakan sebagai dana untuk menyelenggarakan peatnam.
Untuk pembangunan, membayar gaji pegawai, keseh@&mnua itu
kan dari pajak. 70% lebih dana APBN itu berasal plajak”.
(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib digatrkerjanya)

Dari wawancara tersebut dapat dirasakan pentingnganbayar
pajak. Karenanya, dengan kebijak&unset Policyini pemerintah
berusaha membangun kepercayaan masyarakat meladifikasi

kebijakan dan modernisasi teknologi informasi gunaningkatkan



pelayanan serta untuk meringankan beban masyadakabunga atas
pajak yang belum di bayarkan.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muotac
Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Sunset Policymerupakan nama kebijakan dalam suatu Undang-
Undang yang bersifat khusus dan berlaku untuk jamgiktu yang
terbatas (hanya selama tahun 2008). dalam ketergaeaturan
Perundang-Undangan Perpajak&@unset Policydapat diartikan
sebagai pemberian fasilitas perpajakan dalam bgrgnghapusan
sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebaga diatur
dalam pasal 37a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.”
(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib di gam
kerjanya)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat manfaat dadadg-Udang
yang mengaturnya serta. Dasar undang-undang pkapajgyang
mendasariSunset Policyadalah sistenself assessmenDalam sistem
self assessmenWajib Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan
diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dataporkan sendiri
besarnya pajak yang terutang sesuai dengan kaeterperaturan
perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekusgrsiberian
kepercayaan tersebut, Wajib Pajak menyampaikart Beraberitahuan
(SPT) berikut keterangan dan dokumen yang hatamdirkan, yang
telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Datargka memperoleh
fasilitas Sunset PolicyWajib Pajak juga diberi kepercayaan untuk
menentukan Surat Pemberitahuan (SPT) atau pembetSlarat
Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan T&mtinan Pph)
tahun pajak yang akan disampaikan.

Kebijakan Sunset Policy ini sebenarnya untuk menghindari
pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masadéal untuk
memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masadatang.
Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkadgtahun 2008
sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatlsad#&ean Wajib
Pajak untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NBHWlan
membayar Pajak Penghasilan (Pph) mereka.



Ada beberapa dasar hukum lain mengeBanset Policyyang
diungkapkan oleh Kepala Seksi Bimbingan PelayanaapaB
Muhcamad Muis SE, MM yang mengatakan bahwa :

1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
— Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2)
2) Peraturan Pemerintah No. 80 Thn 2007 Pasal 33
3) Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008
4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008
— diubah dengan Nomor 30/PJ/2008
5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 33/PJ/2008
6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 34/PJ/2008
(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib digatkerjanya)

Beberapa dasar hukum kebijakaBunset Policy mempunyai
ketetapan hukum yang tegas sehingga memudahkararakay dalam
membayarkan pajaknya serta masyarakat diharapkamat da
memanfaatkan dengan sebaik-baiknya juga dapat nimrhkan rasa
nasionalisme yang tinggi dalam membayar pajak.

. Pelaksanaan dari KebijakanSunset Policy

Pelaksanaan kebijakaBunset Policypada Kantor Wilayah DJP
Jatim 1ll dan KPP di wilayah Jatim Il dilakasanaksecara intensif,
dalam proses pelaksanaannya yang melibatkan pebaweadi tingkat
Kantor Wilayah DJP Jatim lll maupun KPP di wilay&dtim 1ll. Sunset
Policy ini dilaksanakan pada tahun 2008 merupakan ssasaliyang
komprehensif, menyeluruh, konsisten dan terus nousnbkaik bersifat
eksternal maupun bersifat internal sampai terwuyjadmasyarakat
yang taat akan pajakax Minded”.

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muotad
Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“pelakasanaarbunset Policyberjalan dengan baik dan ditanggapi
positif oleh Wajib Pajak terbukti banyak yang iKugrpartisipasi,
walaupun ada sedikit kendala, namun program inistdserjalan
sesuai dengan prosedur.”

(wawancara Senin 4 Mei 2009, pukul 08.00 wib digatrkerjanya)

Proses pelaksanaan kebijak&unset Policyyang dilaksanakan
setalah adanya penetapannya berdasarkan Undanrgdynserta

Peraturan Pemerintah yang ada, kebijaBanset Policydilaksanakan



mulai 1 Janiari 2008 sampai dengan 31 Desember 21208 pada

akhirnya diperpajang hingga 28 Februari 2009. Rerritki terdapat juga

tata cara pemberitahuan pelaksan@anset Policyaitu :

1)

2)

3)

Pemerintah pusat memberi tahukan adanya pro§amset Policy
yang akan dilakukan serentak di seluruh wilayahaxedrepublik
Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak bersakstor
Pelayanan Pajak

Kepala KPP memberikan pemahaman kebijaamset Policy
kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang hgkedan.
Terhadap SPT Tahunan Pph atau pembetulan SPT Tralirpia
yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 aadgmngan
tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulangukun
mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetan S
tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasifiasset Policy

Pelaksanaa®unset Policynemang sedang gencar-gencarnya, perlu

diketahui bersama bahwa sebenarnya tidak semu&bWajak yang

wajib melaporkan penghasilannya, hal ini senad@gale yang dikataka

oleh Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhdakhais SE,

MM mengatakan bahwa:

“Sebelumnya perlu diketahui bahwa tidak semua ortangajib ber-
NPWP. NPWP diwajibkan bagi setiap orang yang pesigraya
telah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTH&])i, apabila
seseorang telah memiliki NPWP maka ia wajib menglgt
menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesu@siprpajak kita
Self Assestmeifit

(wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tahiqerjanya)

Dari beberapa hal di atas oleh Kepala Seksi BinannBelayanan

Bapak Muhcamad Muis SE, MM dijelaskan lagi mengdtendapatan
Tidak Kena Pajak (PTKP):

“Jadi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebgtubatas orang
kena pajak. Dengan adanya Undang-undang Pph yamy lyaru

nomor 36 tahun 2008 ada sedikit perubahan PTKRy Halu orang
single Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun RR0O0300,- jadi
perbulan sekitar Rp. 1.100.000,-. Untuk yang tédaWwin ditambah
Rp.1.200.000,- lagi. Untuk undang-undang yang Reanghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun untuk single sebdgp.

15.840.000,-. Ini berlaku 1 Januari 2009. Kala isékerja ditambah



Rp. 13.200.000,- lagi. Untuk tanggungan anak makisign anak,
masing-masing Rp. 1.200.000,-. Kalo penghasilan awin
Penghasilan Tidak Kena Pajak juga tidak apa-apaguras Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena Nomor Pokok W&dak itu
seperti KTP. Masalah bayar atau tidak itu tergagidia mempunyai
penghasilan apa tidak.”

(wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di taniqerjanya)

Dari penjelasan diatas maka bisa diketahui siapay@ang wajib
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertaalmanaan
yang dilakukan haruslah dengan prosedur yang abeggm dapat
terwujudnya keberhasilan program yang dilaksanakdmalam
pelaksanaanya masyarakat juga perlu mengetahuipeananfatannya.
Ada beberapa cara dalam pemanfaatan dari pro@anset Policy
menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak &imlad Muis
SE, MM mengatakan bahwa:

Orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajtajak
(NPWP) tanggal 1 Januari 2008 dapat memanfaagamset Policy
dengan cara:

(@). Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperdetwP
secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPRjatearang
pribadi tersebut bertempat tinggal (KPP Domisili)

(b). Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph T&ajak
2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya (sejak metheper
penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

(c). Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pph ke Bank PersensiBank
Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengaggoneakan
Surat Setoran Pajak (SSP).

(d). Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) TahunanyBpb
dilampiri dengan SSP, paling lambat tanggal 31 Ma6®9, ke
KPP Domisili (KPP tempat Wajib Pajak terdaftar).

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah itlemPWP
tanggal 1 Januari 2008 dapat memanfaatkamset Policglengan cara:
(@). Membetulkan SPT Tahunan Pph Tahun Pajak 2006at@an/

tahun-tahun pajak sebelumnya yang telah disampailengan
cara mengisi kembali formulir SPT Tahunan terselaiabila
menurut Wajib Pajak masih terdapat kekurangan psak harus
dibayar.

(b). Melunasi kekurangan pajak yang masih harus dibaya

berdasarkan pembetulan SPTTahunan Pph ke BankpBeatau

Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi denga

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP),



(c). Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pph yangnpiifa
dengan SSP paling lambat tanggal 31 Desember 20®&ktor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar,

(wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tanhkerjanya)

Pelaksanaan Sosialisasi dimulai dengan Program nP&leautan
Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) TahunawdpRelunasan
PBB Tahun 2008, yang dilaksanakan di Lobby KPPapratBatu, dan
merupakan bentuk kerjasama Kantor Pajak se- MdRay@. Program
ini sangat penting dengan melihat kenyataan balomali& sosiologis
masyarakat Indonesia yang sebagian besar masimala&tk, dimana
peranan tokoh atau patern sangat penting sebagaigmadalam upaya
meningkatkan penerimaan pajak dalam pembangunagsbdafekan
Panutan dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adderm tersebut
yaitu pejabat formal maupun non formal berikut p@maparan dari
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads i8&, MM
mengatakan bahwa :

a) Tokoh Formal yang dimaksud adalah para pejabat yseugra
formal menjadi pimpinan pemerintahan di daerah.ulritngkat
Kabupaten dan Kota para Pejabat atau Jajaran Pamplispida.

b) Tokoh Non Formal Pendekatan dilakukan kepada Ta&kbh non
formal mempunyai peranan yang strategis mengingkofi-tokoh
non formal mempunyai pengaruh yang cukup signifikkiam
mensosialisasikan peranan Pajak dalam Pembanguarags® yang
dilakukan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,ohokdat
(Panutan)

c) Tokoh Partai Polltik Pendekatan kepada Jajaran iRempDPW,
DPD, DPC, Anak Cabang, Ranting, Organisasi-organisayap
parpol serta Tokoh-tokoh Partai Politik yang begagnh lainnya.

d) Tokoh Akademisi Pendekatan kepada Jajaran Pimpinan
Universitas, Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademiilb Negeri/
Swasta, Sekolah Negeri/Swasta, Dosen, tenaga pengan
pegawai yang memiliki pangkat Ill.a keatas untuk SPMan
penghasilan diatas PTKP untuk Dosen, tenaga pengiga
pegawai swasta.

(wawancara Rabu 6 Mei 2009, pukul 08.00 wib di tankerjanya)

Peran serta para tokoh atau patern tersebut tateeasikan dalam
acara Pekan Penutan Penyampaian SPT Tahunan Ppb Pribadi
dan Pelunasan PBB Tahun 2008, dimana kewajibarajaémm tidak

hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi yang lebititipg adalah para



pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahular agpa yang
dilakukan dapat dijadikan panutan dan suri taulagdebagai warga
negara yang patuh pada ketentuan Perundangan-Uimdang

Program Sosialisastunset Policydilalaukan oleh Kantor Wilayah
DJP Jatim Ill beserta kantor pelayanan pajak (KéiRyilayah Jatim
[ll. Hal tersebut betujuan untuk memberikan infosireerta pengarahan
kepada masyarakat akan adanya dafanset Policy sehingga
masyarakat dapat memanfaatkan prog&mset Policyni. Sosialisasi
ini diharapkan sedikit banyak masyarakat pahamgers program
tersebut dan dapat dimanfaatkan dengan sebaikyzaikdak perlu
menunggu sampai batas akhir dari prog&umset Policyni, sosialisasi
dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampggt 31 Desember
2009 kemudian diperpajang hingga 28 Februari 2009.

Program Sosialisasi dimulai dengan memberikan takgpada
masing-masing KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DI&im Il
untuk meningkatkan kepatuhan pengembalian SPT &mhuRph
minimal 25% setiap tahunnya baik secara kuantitaspun kualitas.
Jumlah Wajib Pajak yang mengembalikan Surat Pemabeian (SPT)
tahunan Pph Tahun 2008 harus meningkat minimalssel#5% dari
pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) TahunanTRpln 2007,
begitu juga kualitas pengembalian Surat Pembe@tali8PT) tahunan
Pph diupayakan meningkat yaitu yang semula (tah@®7)2 dalam
kategori Surat Pemberitahuan (SPT) nihil menjadaBSBemberitahuan
(SPT) kurang bayar di tahun 2008, begitu juga yaBgrat
Pemberitahuan kurang bayarnya kecil menjadi leleibab atau sesuai
dengan kondisi Wajib Pajak sebenarnya.

Hal ini didukung dengan Undang-Undang KUP 2008 pRdaal
37A mengenaSunset Policydengan adanya kebijak&unset Policy
diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat danhleierbuka
terhadap pelaporan pajaknya. Sehingga diperlukamalsasi yang

lebih mendalm agar masyarakat mengetahuinya.



Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muotad
Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dilakukan dengan dua cara yang seaslli secara

langsung vyaitu petugas dari Kanwil maupun dari Kifun

langsung di jalan-jalan dengan berkampanye disgelgat kampanye

simpatik ada juga yang melalui seminar ataupun s,

sedangkan sosialisasi tidak langsung yakni metakdia elektronik

maupun media cetak serta sepanduk dan selebaran.”

(wawancara Rabu 13 Mei 2009, pukul 08.00 wib digatrkerjanya)

Sosialisasi merupakan salah satu hal yang pentiaégand
implementasi kebijakan. Dengan adanya sosialisésirapkan suatu
kebijakan akan berjalan dengan lancar dan mendesli dan target
yang telah ditentukan. Kebijakasunset Policytermasuk dalam
kebijakan yang baru sehingga perlu adanya sossaligang sangat
intensif sehingga kebijakan tersebut akan berhdihak Kantor
Wilayah DJP Jatim 1l dan KPP di wilayah Jatim $ildah berusaha
secara optimal dalam mensosialisasikannya seri@adidari segi
pelayanan yang menyangk8unset Policytelah disediakan petugas
help deskyang akan membantu, melayani permasalahan pegpagin
telah disiapkan beberapa tempat untuk petugas ABco(at
representative) menyangkut pemasalahan yang rumit.

2. Implementasi Kebijakan Sunset Policy dalam Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak
a. Pelaksana (Aktor) Kebijakan

Program Sunset Policyini merupakan program dari pemerintah
pusat, program ini diharapkan dapat berjalan debgdndan mencapai
tujuan. Tujuan diadakannya program kebijalsamset Policyni ialah
memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat isidonstuk
memperoleh fasilitas penghapusan sanksi adminisbesipa bunga
atas keterlambatan pembayaran pajak atau bungaatdsyang tidak
atau kurang dibayar.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan ini Direktoeaiddral Pajak
(DJP) diberikan kewenangan dalam mengatur semughy@mubungan
denganSunset Policyyang dibantu oleh Kantor Pelyanan Pajak (KPP)



yang ada dalam lingkup wilayah Direktorat Jendé&tajak Jatim Ill.
Pelaksana kebijakan atau sering kita sebut dengtor &ebijakan
mempunyai peran yang sangat penting dalam mendaksé&sbijakan,
sedangkan aktor yang ada dalam Kantor Wilayah Rirak Jederal
Pajak Jatim Il dalam mesukseskan progr&mmset Policyini yang
dimulai dari kepala kantor sampai dengan semualkeggian yang
ada. Dalam proses pelaksanaan progsamset Policyktor-aktor yang
terlibat di Kantor Wilayah DJP Jatim Il diwujudkaalam sebuah Tim
sosialisasi dalam prograBunset Policyni.

Senada dengan perkataan Kepala Seksi Bimbingagapela Bapak
Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“Aktor yang terlibat dalam progranmsunset Policydalam kanwil

Direktorat Jederal Pajak Jatim Il adalah keselarummulai dari

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jederal Pajakndalil hingga

seluruh kepala bagian untuk mewujudkannya makantlib&ah ke
dalam sebuah Tim sosialisasi, berikut ini adalatjgimrannya

1) Pelindung . Kepala Kanwil DJP Jatim I

2) Penasehat : Kepala Bagian Umum

3) Penanggung Jawab : Kepala Bidang P2 Humas

4) Ketua : Kepala Seksi Hubungan Masyarakat
5) Sekretaris : Anggota

6) Bendahara : Anggota

(wawancara Rabu 13 Mei 2009, pukul 08.00 wib digatrkerjanya)
Secara lebih mendalam bisa kita lihat tugas danekemwgan para
aktor yang terlibat dalam kebijaké&Bunset Policydi Kantor Wilayah
DJP Jatim Il Malang, diantaranya adalah:
1) Kepala Kanwil DJP Jatim llI
Dalam sebuah organisasi Kepala Kantor Wilayah meryguiu
peranan yang sangat penting, tanggung jawab yasar lwalam
menjalankan semua tugas-tugasnya, sebagai pimpiertor
Wilayah DJP Jatim [l mempunyai wewenang melindusgmua
kegiatan yang ada selama proses Kebijakan itulaerja
Hal ini sesuai dengan petikan wawancara yang dikiak dengan
kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads NB,

MM mengatakan bahwa :



2)

3)

"proses kebijakanSunset Policyang dilakukanDJP jatim |l
Malang sepenuhnya ditanggung oleh Kepala Kanwil Delim
lII” (wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 vdbtempat
kerjanya)

Bagian Umum

Peranan dari Bagian Umum dalam suatu organisadalada
sebagai penanggung jawab terhadap semua tugas bgsijat
teknis. Dalam kontek di Kanwil DJP Jatim Il tugatan
kewenangannya adalah melaksanakan urusan kepegawaia
keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuamhuk

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakd&agan
kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads N3,
MM yang mengatakan bahwa:

“dalam proses kebijakanSunset Policy sebagai pengatur
pegawai, serta keuangan serta sebagai penasehdalain
lingkup Kanwil DJP 111

(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib dnpat
kerjanya)

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi

Peran bagian Dukungan Teknis dan konsultasi dilkatulsebab
dalam hal melayani masyarakat dibutuhkan teknolggng
memadai serta dengan adanya hal tersebut maka sdesipdata-
data dapat tersimpan dengan baik, dalam kontekadw{ DJP
Jatim 1l tugas dan kewenangannya adalah pembedké&nngan
teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingamggalian
potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dagofsran data,
serta penyajian informasi perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakd&agan
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads NBH,
MM yang mengatakan bahwa:

“bidang Duktek ini yang nantinya akan menyipan edta yang
penting juga dalam progra8unset Policy

(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib dnpat
kerjanya)



4) Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Peran bagian Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Paniladalah
sebagai penjalin kerjasama dengan berbagai kalapgag ada
dalam masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kgparca
masyarakat terhadap Kantor wilayah DJP Jatim kidasigkan
dalam kontek di Kanwil DJP Jatim lll tugas dan keasgannya
merupakan melaksanakan penyiapan dan urusan kegasa
perpajakan, melaksanakan bimbingan ekstensifikpsndataan,
dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan paage

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakd&agan
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads NBH,
MM yang mengatakan bahwa:

“proses kebijakan akan berjalan dengan baik apaiianya
kerjasama yang berasal dari masyarakat sekitar, bildeng
inilah yang mengurus kerjasama tersebut ”

(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib dnpat
kerjanya)

5) Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Peran bagian Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penaglhpk
adalah sebagai pemeriksa, penyidik dan penagihk papabila
seorang Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannydantda
lingkup Kantor Wilayah DJP Jatim Il tugas dan keaegannya
merupakan melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajgaptauan
pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan gegaklaahan
hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional niesaepajak
(peer review) bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan
urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksdoarki
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakdkagan
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads NBiH,

MM yang mengatakan bahwa:



6)

7)

“masuknya data kedalam Kantor Wilayah DJP Jatimakan
diperiksa secara mendalam sesuai dengan proseshyayga
kebijakan akan berjalan dengan baik”

(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib dnpat
kerjanya)

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mastarak

Peran bagian Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat merupakan bagian yang sangat dekat wlenga
masyarakat karena sering melakukan kegiatan yaadgakan oleh
pihak Kantor Wilayah DJP Jatim lll, hal tersebutakiukan agar
masyarakat percaya sepenuhnya terhadap Kkinerja Kkamtor
Wilayah DJP Jatim Il itu sendiri, sedangkan dal&ontek di
Kantor Wilayah DJP Jatim 1l tugas dan kewenanganny
merupakan melaksanakan bimbingan dan pemantauanilpkan
dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan damun
pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyulutzam
pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawabtoKa
Wilayah DJP Jatim IlI.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakd&agan
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads NBiH,
MM yang mengatakan bahwa:

“sosialisasi sangat diperlukan dalam mencapai tujaizri
sebuah kebijakan maka diperlukan bidang ini dalam
mensosialisasikan kebijak&unset Policy

(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib dnpat
kerjanya)

Bidang Keberatan dan Banding

Peran bagian Keberatan dan Banding merupakan tefitpaha
seorang Wajib Pajak tidak puas dengan kineja yaagukan oleh
kantor pelayanaan pajak ataupun ada kendala yaaggelihadapi
mengenai masalah perpajakan, sedangkan dalamkkdinkeantor
Wilayah DJP Jatim lll tugas dan kewenangannya nad@p
melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaianratabge
pembetulan ketetapan Pajak, pengurangan atau paarbat

ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Hajaki dan



Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan iBamgu
pengurangan sanksi administrasi, proses bandimgeprgugatan,
dan Peninjauan Kembali.

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakd&agan
Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamads NBH,
MM yang mengatakan bahwa:

“bidang ini yang menampung segala sesuatu dalanalatas
perpajakan dan nantinya akan di proses sesuai dgrrgaedur
yang ada”

(wawancara Kamis 14 Mei 2009, pukul 08.00 wib dnpet
kerjanya)

Dari berbagai bidang diatas semuanya di bawah m@aukgpala
Kantor Wilayah DJP Jatim Il sehingga kinerja darasing-masing
bagian dapat dikoordinasikan secara langsung ssrtiahnya kontrol
yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jdtirtersebut.

. Peningkatan partisipasi membayar pajak yang berupgendapatan
serta bertambahnya Wajib Pajak.

Peningkatan partisipasi membayar pajak dalam paog&ebijakan

Sunset Policymempunyai kaitan erat dengan usaha yang telah

dilakukan Kantor Wilayah DJP Jatim Ill dan KPP dlayah Jatim IlI
beserta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mertaissaisikan
progaram kebijakan di seluruh wilayah naungan Hamtor Wilayah
DJP Jatim lll sehingga diharapkan mencapai targeg yliinginkan.
Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan #&epeksi
Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM yang
mengatakan bahwa:

“Ya, sebelumnya memang kita ketahui bahwa wilayamgy
dibawahi Kanwil DJP Jatim IIl ini sangat luas. Dlearena itu kita
sering berkoordinasi dengan aparat pemda dalam kokaa
sosialisasi. Disamping yang sifatnya kita terjungsung melalui

account representativeKita tahu masyarakat pedesaan, bagaimana

kondisi mereka. Tetapi dalam hal ini kita mencoba&mberi
pemahaman. Bagaimana sih Pph, bagainsameset PolicyTerbukti
hasilnya sungguh luar biasa. Hal ini bisa dilihati ggenerimaan dari
program tersebut yang telah mencapai target”

(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib dngat
kerjanya)



Keberhasilan kebijakan ini bisa kita lihat dari jam Wajib Pajak
Baru (WP) maupun Wajib Pajak Lama yang ikut dalpragram
kebijakan Sunset Policyserta pendapatan yang telah diterima oleh
Kanwil DJP Jatim Ill. Menurut Kepala Seksi Bimbimg#&elayanan
Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“tahun sebelum adanya progradunset Policy(2007) ada sebuah
upaya dalam meningkatkan Wajib Pajak (WP) dengaialme
ekstensifikasipajak (pemberi kerja dan kepemilikan aset). Pada
tahun 2008 program itu tetap berjalan di tambahgderSunset
Policy’.

(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib dnpgat
kerjanya)

Berdasarkan wawancara di atas bisa dilihat ekdtiemsi serta
penambahan Wajib Pajak setalah adanya proggamset Policydi
Kanwil DJP Jatim Ill serta didukung dengan tabdbaivah ini :

Tabel 4
Laporan Wajib Pajak
Kanwil DJP Jawa Timur Ill Tahun 2006-2008

2006 2007 2008
WP OP 126.504 298.457 456.244
WP Badan 37.861 43.805 43.762
Total 164.365 342.262 500.006

Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur [lI

Dalam pelaksanaannya progaram kebijaamset Policyterbukti
mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang ada anwil DJP
Jatim Il hal tersebut bisa kita lihat berdsarkataddi atas yang pada
tahun 2006-2007 jumlah total Wajib Pajak hanya 364.tahun 2006
dan 342.262 pada tahun 2007 lebih rendah di bgkdmtahun 2008
yang mencapai 500.006 Wajib Pajak sehingga progkabijakan
Sunset Policpisa dikatakan berhasil dengan target yang dikagin

Namun jika kita cermati bersama terdapat penuriajib Pajak
Badan sebesar 43 badan (perusahaan) menurut pamagéepala
Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SBV M
mengatakan bahwa :

“dalam penurunan Wajib Pajak Badan yang sebesater&but
dikarenakan adanya imbas dari krisis global, dafeainitu banyak



perusahaan yang berskala kecil yang gulung tikandkrut)
sehingga terjadi penurunan Wajib Pajak badan ”.
(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib dngat

kerjanya)

Dalam kenyataannya bertambahnya Wajib Pajak barkrgegan

maupun badan yang secara signifikan membuat Kakiayah DJP

Jatim |l

merasa bergembira sebab upaya dalam mleatikan

pendapata negara berjalan efektif hal tersebutk titllepas dari

sosialisasi yang dilakukan secara bertahap sehunggecapai hasil

yang memuaskan.
Berikut ini merupakan perencanaan dan realisasenp@aan Pajak

Kanwil DJP Jawa Timur Il Tahun 2005-2008.

Tabel 5

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak
Kanwil DJP Jawa Timur 11l Tahun 2005-2008
(dalam jutaan rupiah)

Tahun Rencana Realisasi (SnerdriEll) g %
Surplus
2005 3.176.380 2.600.813 (575.567 81,88%
2006 3.546.787 3.275.829 (270.958 92,36%
2007 4.428.753 4.494.815 66.062 101,49%
2008 5.436.868 5.486.830 49.962 100, 92%

Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur III
Berdasarkan data diatas bisa dilihat dan disimpulk@hwa target

yang ingin dicapai dari prograrBunset Policyini terlaksana. Hal
tersebut juga bisa dilihat berdasarkan diagranvebaini:

Gambar 5. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak
Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur IlI



Dengan adanya kebijakaédunset Policydirasakan sangat efektif dan
efisien terbukti realisasinya yang melebihi rencameal atau target
awal, hal tersebut tidak terlepas dari sosialigasig dilakukan secara
gencar-gencarnya kepada banyak kalangan di magyarak

Menurut Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muotad
Muis SE, MM mengatakan bahwa :

“program kebijakanSunset Policysudah mencapai hasilnya dari
rencana awal bahkan melebihi target yang diinginkaamun

keberhasilannya tidak sebatas itu saja, juga dikara

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik Wajib P@eforangan

maupun Wajib Pajak badan sehingga ditahun-tahunepad

dirasakan hasilnya yang memuaskan ”.

(wawancara Senin 25 Mei 2009, pukul 08.00 wib dngat

kerjanya)

Program kebijakan Sunset Policy yang dikatakan berhasil
berdasarkan data di atas Kanwil DJP Jawa Timuteldh mencapai
target, yang dari rencana awal 5.436.868 (Jutapmhy dan pada
kenyataannya mencapai 5.486.830 (Jutaan rupidhipggm terjadi
Surplus sebesar 49.962 (Jutaan rupiah) atau 100, Bari peningkatan
tersebut dapat menembah pemasukan negara yangligkaakan juga

untuk pemerataan pembangunan serta kemakmuraakt raky

Meningkatnya pendapatan negara diharapkan dapatperbaiki
sarana dan prasarana yang secara langsung atadpinlangsung
dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Pihak danvikl DJP Jawa
Timur Il beserta Kantor Pelayanan Pajak berupagiaai&k mungkin
dalam memberikan fasilitas serta pelayanan yanguaskan sehingga
masyarakat tertarik. Hal ini tidak terlepas darrgme masyarakat itu
sendiri, masyarakat diharapkan ikut berpartisipdaiam kebijakan
Sunset Policyini, masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tetsebu
akan mendapatkan fasilitas berupa pemotongan bsgigagga beban
mereka jadi lebih ringan.

Berikut ini petikan wawancara dengan Bapak Towihgaelah
memanfaatkan prograBunset Policymenyatakan bahwa:

“saya dahulu memanfaatkan progra@unset Policy setelah
mengikuti seminar program tersebut di Fakultas Bkaon



(Brawijaya), saya membuka toko komputer tahum 286fingga
saya sudah mempunyai penghasilan walaupun tidalemhenSaya
memiliki NPWP baru pada saat adanya prog@umset Policyini,
beranggapan nantinya tidak ada masalah dalam usai@ saya
jalani.

(wawancara Sabtu 13 Juni 2009, pukul 09.00 wibetiuah toko
Komputer)

Hal tersebut ditambahkan pula oleh Ibu Ros yang jpgrnah
memanfaatkan prograBunset Policyang mengatakan bahwa

“saya dahulu juga memanfaatkan progr&unset Policy setelah
melihat layanan iklan di Televisi, dan saya jugaupekan Wajib
Pajak Baru. Beranggapan bahwa nantinya tidak adslata dalam
pembayaran pajak saya. Menurut saya dalam proseduya¢an
NPWP sangat mudah tinggal membawa KTP saja sangdaim
dilihat dari segi pelayanan juga cepat tidak metkah, menurut
saya setiap orang wajib punya NPWP karena mempeaimsemua
urusan di Bank ataupun mau pergi keluar negeri”

(wawancara Sabtu 13 Juni 2009, pukul 09.00 wibetiuah toko
Komputer)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Is@sa yang
dilakukan secara langsung atau melalui media cetak media
elektronik dirasakan sangat efektif dalam menarikatn masyarakat
dalam memanfaatkan prograBunset PolicyKebijakan ini bertujuan
memberikan rangsangan kepada masyarakat agar bebgairah lagi
dalam membayar pajak dengan memberikan fasilitagyiplangan
sanksi administrasi berupa bunga. Sehingga diharapkajib Pajak
melakukan kewajiban perpajakan dengan lebih beepagah adanya

kemudahan fasilitas.

Selain Wajib Pajak orang pribadi kebijakan ini jughapat
dimanfatkan oleh Wajib Pajak Badan. Wajib Pajakngraribadi PPh
dikenakan atas penghasilan yang telah melebihi HReiign Tidak
Kena Pajak (PTKP) sedangkan untuk Wajib Pajak Ba&&h
dikenakan atas keuntungan atau laba yang diperpliusahaan
(perusahaan, CV, koperasi).

Berikut ini petikan wawancara dengan lbu Nani yamekerja

sebagai pengurus Koperasi Wahana Sejahtera, yamgatagéan bahwa:



“Koperasi yang saya kelola memanfaatk8onset Policykarena
dianggap sangat menguntungkan sekali, walaupup tetmbayar
pajak namun bunganya tidak dihitung atau dihapahuli kopersi
yang saya kelola mendapatkan sosialisasi mengeogigm Sunset
Policy ini dari Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI) niafzal
ini sebagai induk koperasinya. Dalam prosesnyaapetmengisi
SPT dan menyerahkan data yang dibutuhkan. Pela&sdrerjalan
sesuai dengan prosedur, dilihat dari segi pelaygaag diterapkan
Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya memuaskan”
(wawancara Jum’at 12 Juni 2009, pukul 09.00 wildelpan KPP
Pratama)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa raar8anset
Policy bisa dirasakan langsung walaupun seorang WajibkP&jah
lama tidak membayar pajaknya namun tidak di kenakamda atau
bunga atas tunggakan pembayarannya. Apabila WajdkPerorangan
atau badan yang sudah mempunyai NPWP maka hanydgehdkan
SPTnya saja sehingga pelayanan ebih cepat didutengan adanya
data-data yang benar.

Diharapkan masyarakat sadar akan pajak kerena mgempajak
berguna bagi pembangunan dan pemerataan negalPaiam program
Sunset Policynasyarakat diberikan keringanan sampai pada akkasb
waktu yang telah ditentukan, sehingga apabila Ugdamdang
perpajakan yang baru ditetapkan masyarakat katiak tmemenuhi
kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi bungaladesampai
gizjeling (sandera badan) atau penyitaan. Hal iikarénakan

masyarakat kita yang kurang sadar dan peduli pajak.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam paelaksanaaBunset Policy
tersebut.

Dalam proses implementasi suatu program kebijgdamnerintah pasti
terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambakh yang membuat
pelaksanaan kebijakeéBunset Policyperhasil atau tidak. Faktor pendukung
dan penghambat dapat dipisahkan menjadi dua yatdoF Intern dan
Faktor ektern, dari dua faktor tersebut terdapabetspa Aspek yang

berpengaruh dalam prograBunset Policyyaitu:



a. Faktor Intern
Yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktorngya
mempengaruhi dari dalam suatu organisasi. Jadilasegsuatu yang
terjadi dalam organisasi tersebut yang manjadil@rgpambat mupun
pendukung. Faktor intern tersebut antara lain:
1) Sumber daya manusia

Sunber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yangaan
berpengaruh terhadap kesuksesan dalam pelaksamdjakén
Sunset PolicyHal ini dikarenakan kesigapan dan kesiapan para
pegawai pajak sangatlah diperlukan dalam hal peaarber
pelayanan terhadapa para Wajib Pajak. Kesipan esigdpan para
pegawai ini dilakukan untuk memberikan pelayananngya
maksimal demi terciptanya kenyamanan dan kepuasian\fajib
Pajak. Pelayanan tersebut antara lain melalui lssmsa yang
dilakukan memlaui workshop, seminar, tanyajawabalogj
interaktif dan lain-lain serta memberikan konsultespada para
Wajib Pajak terkait dengan kebijak&anset Policyni.

Kesigapan para pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa iTihhu
dan Kantor Pelyanan Pajak (KPP) tersebut didapatéan
berbagai training dan pelatihan yang dilakukan dgrersiapkan
oleh kantor pajak yabg bertujuan untuk memudahkaand hal
mensosialisasikan progarnsunset Policy. Training ataupun
pelatihan tersebut dilaksanakan kepada para pegemitagas pajak
berdasarkan dengan tugasnya masing-masing. Halsesuai
dengan wawancara yang diloakukan dengan Kepala i Seks
Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“untuk meningkatkan kesigapan pegawai dalam hal lbegikan
pelayanan terhadap Wajib Pajak, kami melakukantipala
pelatihanh untuk mempermudah para pegawai dalam
memberikan pelayanan. Hal ini bertujuan untuk meahipara
Wajib Pajak puas akan pelayanan yang kami berikan.”
(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@008ib

di kantor Kepala Seksi P2 Humas)



2)

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini merupakeatus
faktor pendukung yang sangat penting untuk kelamcadan
kesuksesan dalam suatu program kebijaBanset Policykarena
Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidgkssdkan
dari pelayanan yang diberikan kepada manusia sél\djib Pajak
itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan wawancangah Kepala
Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE| M
mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia di lingkungan Kanwil DJP Jdtirdan
KPP di wilayah Jatim Ill sangat memadai dan merapaalah
satu faktor pendukung, dengan mengupayakan pelayarang
maksimal.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@i00O8ib
di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Dapat diketahui bersam bahwa SDM sangatlah pexnlahgm
pelaksanaan suatu kebijakan, dalam hal ini KanwiP Datim |l
dan KPP di wilayah Jatim Il berusaha semaksimahgkin agar
pelayanaan berjalan sesuai prosedur serta bergfektif dan
efisian.

Lingkugan

Lingkungan suatu organisasi sangat berpengaruh mdala
pelaksanaan suatu kebijakan. Semakin kondusif Ulingan
organisasi tersebut, maka akan semakin lancar pmeeksanaan
kebijakan tersebut. Lingkungan merupakan suatwfaking tidak
bisa dilepaskan dari suaut kondisi yang diciptakh manusia
untuk membuat kenyamanan tersendiri di dalam lipgkerjnya.
Sehingga, lingkungan tersebut konduif ataupun titekgantung
pada manusianya ataupun Sumber Daya Manusia yaag ad
dilingkungan tersebut. Jadi lingkungan kerja diyéla kerja
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Il sangat kondusiasn hal
pelaksanaan kebijakaBunset PolicytHal tersebut sesuai dengan
wawabacara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Buabi
Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:



“Lingkugan yang ada dalam lingkup kantor sangat dksif
mereka bekerja dengan iklas sehingga pelayanan asdauo
para Wajib Pajak. Dengan lingkungan yang kondusakam
semangat kerja juga bisa menjadi positif.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk(i0O8ib
di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Secara tidak langsung faktor lingkungan juga iketpkengruh
dalam mendukung kinerja dari para karyawan di Kaktdayah
DJP Jatim lll serta Kantor Pelayanan Pajak (KPRyildiyah Jatim
[l

3) Teknologi

Teknologi merupakan suatu perangkat pendukung panting
dalam penyuksesan suatu progam kebijakan termasbkakan
Sunset PolicyDalam hal ini teknologi sangatlah berperan, bisa
dilihat di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawanlir Il dalam
hal pelayanan kepada para Wajib Pajak menggunaiarologi
yang memadai berbasis Teknologi Informasi (TI). iSga para
Wajib Pajak dapat dilayanin dengan optimal dan tegesiapan
teknologi digunakan juga untuk penyimpanan datsa pafajib
Pajak yang kemudian dapat memudahkan Kantor WildyaR
Jawa Timur [l untuk mengirim data tersebut ke kiaig pusat.
Sehingga pengoptimalan kinerja lebih cepat. Hadetent sesuai
dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi
Bimbingan Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“penggunaan teknologi dalam wilayah kerja KanwilPDJawa
Timur Il digunakan untuk pemberian pelayanan yapgmal
kepada Wajib Pajak. hal ini bertujuan untuk memaask
pelayanan yang diberikan. Selain itu penggunaamotefi
disini juga bertujuan untuk penyimpanan dan pengin data
base.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk(i008ib
di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dizaman yang sempadern
ini penggunaan Teknologi sangat dibutuhkan dalampegcepat

proses menginput data, maka Kantor Wilayah DJPnJHlLiserta



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jatinmi#nggunakan
hal tersebut dalam pelaksanaan kebija&anset Policy.

4) Sistem

Sistem merupakan suatu alur dan prosedur yangldengada
suatu program bagaimana program kebijakan tersebéghlan
dan bagaimana prosesnya. Sistem dalam kebijSkerset Policy
ini cukup berjalan dengan baik. Hal tersebut dikakan dengan
gencarnya sosialisasi yang ada. Tetapi disampiagyadsisitem
yang sudah berjalan dengan baik tersebut masihhad#batan
yang terjadi diantaranya adalah overloadnya sisy@ng ada
dikarenakan banyaknya para Wajib Pajak yang mesr#taft diri
pada akhir masa berlaku program, sehingga pelayameny
diberikan tidak sukup yang menyebabkan diperpamgag
programSunset Policyersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara
yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Pamyd&apak
Muhcamad Muis SE, MM:

“Sistem berjalan dengan baik namun ada beberapddiam
setelah manyarakat mengetahui progr&mset Policyini
bukanlah suatu jebakan dan hal tersebut baru digzatda akhir
program dari Sunset Policytersebut maka mereka segera
mendaftarkan diri pada kantor pajak setempat sghirggstem
yang ada Overload dan tidak bisa menerima data yang
berlebihan, hingga terdapat perpajaBgnset Policysampai
akhir bulan februari 2009.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@0O8ib

di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Paksanaan kebijakabunset Policyyang sudah sesuai prosedur
yang ada tetap terdapat hambatan, yaitu pada sisi@ng
digunakan tidak bisa menampung data yang banyakndgingka
waktu pendek, hal ini dirasakan dideluruh Direktod@nderal
Pajak (DJP) yang ada di Indonesia sehingga banyakg y
mengeluhkan hal ini termasuk masyarakat yang ingin

memanfaatkan progarm tersebut.



5) struktur organisasi

Dalam hal pelaksanaan program kebijakdunset Policy di
wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur llirdepat
bidang-bidang yang mempunyai tugas masing-masitingga
ada kerja sama dan koordinasi untuk mengimplemi&atas
kebijakanSunset PolicyKepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur
[l bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaanakein Sunset
Policy di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Blidang
P2 Humas (Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan NMé&syar
mempunyai tugas untuk mensosialisasikan kebij&amset Policy
kepada masyarakat, mulai dari pelaksanaan tekmisyp@arsiapkan
materi konsultasi.

Dengan pembagian kerja ini maka kebijakamset Policgapat
berjalan dengan baik sebab ada koordinasi yang gltar bidang
kerja serta tanggung jawab masing-masing. Koordiigeriukan
untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan. Hal iniasefengan
waawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi iBgah
Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM:

“Sedangkan struktur organisasi yang ada dalam HKegaan
berjalan dengan baik dan sesuai dengan kapasitasngna
masing.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@0O8ib
di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Pembagian tugas yang ada dalam suatu organisagsiahma
penting serta adanya tanggung jawab yang tinggi rdasing-
masing bagian dalam Kantor Wilayah DJP Jawa Tiriuslipaya
pelaksanaan kebijakaBunset Policyberjalan dengan efektif dan
efisian.

b. Faktor Ekstern
Yang dimasksud dengan faktor ekstern merupakanorfajing
mempengaruhi dari luar organisasi, segala seswatg terjadi di luar
organisasi tersebut yang manjadikan penghambapuwatapendukung.
Faktor ekstern ersebut antara lain:

1) Sumber daya manusia



2)

Sumber Daya Manusia dalam faktor ektern ini ad&amber
Daya Manusia diluar perangkat organisasi Kantorayéah DJP
Jawa Timur Il yaitu para Wajib Pajak. Dalam hal para Wajib
Pajak tersebut sangantlah berpengaruh terhadapkdessun
pengimplementasian kebijakaBunset Policytersebut. Dengan
Sumber Daya Manusia diluar yang mendukung dan beampasktif
dengan cara mendaftarkan diri untuk mengikuti pgogBunset
Policy ini, maka program ini akan berhasil. Tapi pada
kenyataannya dilapangan para Wajib Pajak ini miaaityak yang
merespon negatif karena mereka mengira bahwa pnogna
merupakan program kebijakan yang menjebak dan nrsoife
mereka kelak. Hal ini sesuai dengan wawancara yhlagukan
dengan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan Bapak Muoada
Muis SE, MM:

“Sumber daya manusia dalam hal ini mereka beragdpagan
adanyaSunset Policyhanyalah jebakan, mereka berfikir malah
akan dipersulit jika ikut dalam program ini. “

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@i0O8ib

di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Sosialisasi yang diterapkan diharapkan akan berdenpada
pemikiran banyak orang yang bersifat negatif bemubzenjadi
positif tethadap program kebijaka®unset Policyini sehingga
dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap Wajib P&jakyang
ingin memanfaatkann program kebijakamnset Policy.
Lingkungan

Selain lingkungan dalam organisasi yang kondugjé jterdapat
lingkungan luar yang mempengaruhi kesuksesan ingieasi
kebijakanSunset PolicyLingkungan di luar wilayah kerja Kanwil
DJP Jatim Il meliputi area Malang Raya. Lingkundaar tersebut
sangat merespon positif dengan adanya kebij&kamset Policy
tersebu. Hal ini bisa dilihat dengan antusiasmeyarakat dalam
mengikuti acara sosialisasi yang diadakan pihaktdtawilayah

DJP Jatim Ill ataupun Kantor Pelayanan Pajak (KF¥9suai



dengan wawancara dibawah ini dengan Kepala SeksbiBgan
Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM mengatakawdnah

“Lingkungan dalam wilayah Malang raya dirasa meoesp
terbukti banyaknya orang yang mengikuti acara fisag@ yang
telah diadakan oleh pihak Kantor Wilayah DJP Jdlirataupun
Kantor Pelayanan Pajak”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@0O8ib
di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Lingkungan di luar Kantor Wilayah DJP Jatim Il raspon
baik, terbukti bahwa masyarakat yang datang dalaogram
sosialisasi yang telah diadakan oleh kanwil, sedandiharapkan
akan menarik jumlah Wajib Pajak yang ada padassesadlisasi itu
dilakukan.

3) Teknologi

Faktor ekstern yang berupa teknologi sangat dipanwalam
proses sosialisasi untuk mensukseskan kebij&kenset Policyni.
Sosialisasi yang sering dipakai yaitu melalui memitak maupun
media elektronik serta alat pendukung lainnya. @engantuan
teknologi yang lebih optimal, maka proses sosisalisiapat lebih
berjalan lancar. Hal tersebut sesuai dengan wawangang
dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan PelayanapaB
Muhcamad Muis SE, MM dibawah ini:

“Teknologi yang digunakan dalam proses sosialisgsng
berada di lapangan dirasa sudah cukup baik. Teghaoiatuk
menunjang proses sosialisasi tersebut berupa roet#ik mapun
elektronik.”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@008ib
di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Adanya kemajuan teknologi yang berupa media cetalpom
media elektronik yang mempermudah sosialisasi yditegapkan
oleh Kantor Wilayah DJP Jatim Il kepada masyaragkaty ada di
Malang raya sehingga masyarakat akan mengetahunyada
programSunset Policy.

4) Sistem
Faktor ekstern yang berupa Sistem juga berperaanmdploses

Sunset Polickebijakan, terutama proses sosialisasi di masyaraka



yaitu melalui kampanye simpatik yang langsung tukenjalan-
jalan yang dianggap strategis dalam berkampanyyadwawan
cara yang dilakukan rutin tiap minggu melalui smanadio di
wilayah malang raya yang sudah terjadwal dengaR, ls@rta
diadakannya seminar diberbagai tempat dalam rasgkalisasi
program kebijakanSunset Policy.Hal tersebut sesuai dengan
wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Bigalin
Pelayanan Bapak Muhcamad Muis SE, MM dibawabh ini:

“ya, dari sistem sosialisasi yang diterapkan dihg@a memang
ada beberapa macam melalui kampanye simpatik, waaen
radio, dan seminar di beberapa tempat, hal inadapkan akan
menjaring banyak wp ”

(wawancara pada hari Rabu 27 Mei 2009 pada puk@0O8ib
di kantor Kepala Seksi P2 Humas)

Adanya beberapa bentuk sistem sosialisasi dihanapka
menjaring banyak Wajib Pajak serta masyarakat yhalym
paham akarbSunset Policysecepatnya mencari tahu manfaat dari
program tersebut karena program tersebut memangatan

bermanfaat.

C. Pembahasan
1. substansi dari kebijakan Sunset Policy
a. Dasar, Isi atau substansi dari kebijasamset Policy

Kebijakan bariBunset Policyyaitu penghapusan sanksi administrasi
bagi Wajib Pajak, yang dikeluarkan Departemen Kgaanmelalui
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadikan Penadrinsemakin
optimis dalam meningkatkan penerimaan negara pad8. 2Kebijakan
Sunset Policydicanangkan pemerintah pusat dikarenakan pemierinta
ingin menambah pemasukan negara melalui sektdk ghjgsunya pada
pajak penghasilan, disini sumbangsih dari pajakgpasilan dalam
pemasukan pendapatan negara sangatlah pentingsd#emanegara
yang paling banyak juga berasal dari pemasukaroispkiak tersebut,
maka dari itulah kenapa pemrintah mencanangkanrgmogtaupun

kebijakan yang disebut deng8anset Policy,



ProgramSunset Policyni bertujuan untuk menghapus sanksi pajak
yang ada bagi para Wajib Pajak yang lama maupurg \aaru.
Sehingga apabila Wajib Pajak melaporkan pajak pasigimnya
dengan menggunakan prograunset Policyini, maka mereka
mendapatkan keringanan dengan adanya penghapusaksi sa
administratif tersebut yang dapat meringankan bebasyarakat yang
mendapatkan sanksi akibat tidak menytorkan SPTdeekantor pajak.

Warga negara Indonesia yang mempunyai penghastap tiatas
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diwajibkan kintoengikuti
program ini. Karena sebagai warga negara yang parkisipasi mereka
untuk membayar pajak sangatlah penting dan dibatuhkiemi
memajukan perekonomian yang ada serta untuk progesmibangunan
kedepan yang bertujuan untuk kesejahteraan magytalsendiri.

Dasar hukum dari prograBunset Policyersebut adalah:
1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

— Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2)
2) Peraturan Pemerintah No. 80 Thn 2007 Pasal 33
3) Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008
4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/2008

— diubah dengan Nomor 30/PJ/2008
5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 33/PJ/2008
6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 34/PJ/2008

Dengan adanya dasar hukum yang tetap diatas, gkearavarga
masyarakat dapat melaksanakan dan mematuhi satthakpartisipasi
dalam program tersebut. Karena progradunset Policy sudah
mempunyai ketetapan hukum yang apabila tidak dipatian tidak
dilaksanakan maka bisa mendapatkan sanksi yanch stititapkan,
diantaranya vyaitu apabila masyarakat tidak melaporkpajak
penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut bisaemarkdenda

administratif yang besarnya beragam.



b. Pelaksanaan dari kebijakanSunset Policy
Sunset Policynerupaka sebuah kebijakan yang baru dalam dunia
perpajakan, yang pada tahun 2008 dilakukan se@reaggencarnya.
PelaksanaarBunset Policyberjalan dengan baik, walaupun terdapat
sedikit hambatan dan memerlukan proses yang pargejas adanya
penetapan undang-undang perpajakan yang barulisasiguga dalam
hal pelayanan serta evaluasi dari kebijakan tetsebu
Program pelaksanaannya yang berjalan mulai awainta?008
hingga 31 Desember 2008 dan pada akhirnya di p@masampai 28
februari 2009 hal ini dilakukan karena perbankamdtehan menerima
permohonan pembayaran pajak kurang bayar lo@myak wajib
pajak yang mengeluh karena sempitnya waktwkumienyelesaikan
semua urusan perpajakan mereka dalam raSgkeset Policy
padahal program ini sudah berjalan cukup lama nampoia pikir
masyarakat yang terkesan menunda-nunda hingga saaga batas
akhir program tersebut mereka baru akan mendaenikut ini cara
mendaftar atau memperoleh Nomor Pokok Wajib PajERNP) hal ini
dilakukan secara sukarela mendaftarkan diri kepkaiator pajak
setempat:
1. Untuk Wajib Pajak Orang pribadi yang tidak menjamusaha.
(a). Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Pendy
atau ;
(b). Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surahysaan
tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan.
2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankaahas atau
pekerjaan bebas :
(a). Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penéu
atau ;
(b). Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah suratysaan
tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan, gdan
(c). Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pakdrgbas
dari Wajib Pajak.



Dari hal diatas maka seseorang akan memiliki NoRakok Wajib
Pajak (NPWP) yang nantinya akan disimpan dan digadidata di
Kanwil setempat. Sebenarnya dasar undang-undanmpjpkan yang
mendasariSunset Policyadalah sistenself assessmenbalam sistem
self assessmenWajib Pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan
diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dateporkan sendiri
besarnya pajak yang terutang sesuai dengan katerperaturan
perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekysgsiberian
kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampail&urat
Pemberitahuan (spt) berikut keterangan dan dokugaemg harus
dilampirkan, yang Telah diisi secara benar, lengklap jelas.

Pelaksanaan prograBunset Policyni di peruntukkan kepada Wajib
Pajak baru maupun Wajib Pajak lama sehingga bagb\Wajak baru
apabila akan memanfaatkannya haruslah memenutequpgang talah
ditetapkan. Bagi Wajib Pajak lama yang memanfaatkamset Policy
hanya melengkapi semua berkas yang telah disedad&amenuliskan
pembetulannya berdasarkan ketentuan yang ada kamudi
melaporkannya kepada kantor pajak setempat.

Prosedur yang ada tidaklah sulit sehingga siapaperhak
memanfaatkarSunset Policyini, dengan adanya kemudahan tersebut
diharapkan memberikan suatu kepercayaan bagi seavajnp pajak
untuk patuh dalam melaporkan dan membayarkan pgakhal
tersebut dilakukan dalam upaya meperbaiki citrai d2irektorat
Jenderal Pajak serta adanya reformasi administtagi Direktorat
Jenderal Pajak yang sudah dilakukan saat ini.

Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak( DJP) harudtahsisten
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta miekebsudahan
prosedur dalam hal perpajakan setelah berakhiByaset Policy
Ketentuan tersebut juga berlaku bagi seluruh paekyaajak, sehingga
masyarakat bisa mempercayai Direktorat JenderakPaj

Pelaksanaaunset Policyidak terlepas dari peran Kantor Wilayah
DJP Jatim Il bersama Kantor Pelayanan Pajak (KRRYy ada, dalam



mensosialisasikannya sehingga kebijakan tersebyatd®erjalan.
Sosialisasi yang dilakukan melalui dua cara yangape sosialisasi
secara langsung yaitu petugas dari Kantor Wilayal® Datim Il
maupun dari Kantor Pelayanan Pajak terjun langsdingalan-jalan
dengan berkampanye disebut juga kampanye simpdékjiga yang
melalui seminar ataupun workshop, pelatihan, dialogeraktif.
Kegiatan tersebut ditujukan agar masyarakat yamgrbenengetahui
sama sekali bisa langsung bertanya manfaat ataspgala sesuatu
yang berkaitan dengan progr&unset Policyni.

Sedangkan sosialisasi tidak langsung yakni metakdia elektronik
maupun media cetak serta sepanduk dan selebar&nteisabut
bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masytayakg masih
belum paham betul akan progré8unset Policyserta bagi masyarakat
yang tidak sempat hadir dalam pertemuan-pertemaag gliadaka oleh
Kantor Wilayah DJP Jatim Il

Untuk mendukung keberhasilan dari progr&unset Policyjuga
harus diperhatikan mengenai pelayanan yang adan&aral tersebut
berhubungan langsung dengan masyarakat atau Wajdk.PKantor
Wilayah DJP Jatim Il tidak secara langsung melakukengawasan
teknis dalam hal pelayanaan tetapi lebih kepadiaksedinasi terhadap
Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan adanya pengawasan dan kordinasi terhadap kantor
pelayanan, diharapkan pelayanaan yang terkait deSgaset Policy
menjadi efektif dan efisien karena telah terbagdatem wilayah-
wilayah di mana Kantor Pelayanan Pajak tersebuh lefengetahui
wilayah masing-masing sehingga paham dengan kaisike
masyarakat yang ada di wilayahnya. Semua prose&kgaglaan akan
berjalan dengan baik dan lancar apabila sosialgasipelayanan yang
diterpkan sesuai dengan prosedur yang ada, hingga pkhirnya
kebijakan tersebut akan berhasil berdasarkan tasgetg telah

ditetapkan.



2. Implementasi kebijakan Sunset Policy dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat membayar pajak
a. Pelaksana (aktor) kebijakan
Dalam suatu proses implementasi suatu bentuk lehijkperanan
dari aktor-aktor yang terlibat sangatlah dibutuhkatuk mensuksekan
program kebijkaan tersebut. Sama halnya denganjkkehi Sunset
Policy yang direncanakan oleh pemerintah pusat yang bartujintuk
meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajakghpsilan.
Peranan aktor yang terlibat dalam kebijakdunset Policyini tidak
kalah pentingnya dengan kebijkan yantg lain.
Aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakaBunset Policyyang
dilaksanakan di Kantor Willayah DJP Jatim IIl aat&in adalah:
1) Kepala Kantor Willayah DJP Il Jatim
Dalam hal ini Kepala Kantor Willayah DJP Jatim bkkrperan
sebagai tonggak organisasi dalam kesuksesan kabi@knset
Policy. Dalam kinerjanya yang membawahi beberapa bagiag ya
saling bekerjasama dalam sbuah Tim serta melakk&ardinasi
sebaik mungkin debgan para bawahan dalam Kantday&i DJP
Jatim [l itu sendiri. Jadi semua laporan hasili @@furuh wilayah
kerja Kantor Willayah DJP Jatim Il akan dilapork&epada
Kepala Kantor Willayah dan nantinya akan dikirim kada
Direktorat Jendral Pajak pusat serta akan dilaporka pada
Departemen Keuangan pusat.
2) Bagian Umum
Bagian Umum dalam malaksanakan tugas dan kewenayayan
bertanggungjawab pada Kepala Kepala Kantor WilldyaR Jatim
lll, hal ini sesaui dengan Tugas Pokok dan Fungsiaytara lain
yaitu:
a) pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauapemer
kode etik;
b) pelaksanaan urusan keuangan;

c) pelaksanaan urusan bantuan hukum;



d) pelaksanaan penyusunan rencana strategik dantapora
akuntabilitas;

e) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

f) pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunaniapora

Dalam menjalankan tugasnya Bagian Umum mempunyajsiu

yang seperti disebutkan diatas. Jadi bisa diharaglk®erja dalam

mensukseskan kebijakaBunset Policyini bisa optimal dengan

melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik.

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi

Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyaiasug

melaksanakan pemberikan dukungan teknis komputehitgan

konsultasi, bimbingan  penggalian  potensi  perpajakan

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pergajian

informasi  perpajakan. Dalam melaksanakan tugas, argid

Dukungan Teknis dan Konsultasi menyelenggarakagsiun

a) pemberian dukungan teknis operasional komputer,
pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pearabn
dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan bpdata;

b) pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan apkk&siTdan
e-Filing;

c) pemberian bimbingan teknis konsultasi;

d) pemberian bimbingan teknis intensifikasi dan eksféasi
Wajib Pajak;

e) bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakarstekn
pemenuhan kewajiban perpajakan;

f) pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolaharddata
atau alat keterangan, serta penyajian informasi;

g) pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat
keterangan;

h) pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, kertsilrasi

penerimaan perpajakan.



4)

5)

Dalam menjalankan tugasnya bagian Dukungan Tekars d
Konsultasi mempunyai fungsi yang seperti disebuithatas. Jadi
bisa diharapkan kinerja dalam mensukseskan kelpijakanset
Policy ini bisa optimal dengan melaksanakan tugas dan
kewenangannya dengan baik.

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilammempunyai
tugas melaksanakan penyiapan dan urusan kerjasarpajgkan,
melaksanakan bimbingan ekstensifikasi, pendataam,penilaian,
serta bimbingan dan pemantauan pengenaan. Dalaaksaabkan
tugas, Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Panila
menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan dan pelaksanaan kerjasama di bidangjalkapa

b) pengumpulan dan penyaluran data perpajakan hagkkena
dengan pihak luar;

c) pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan
pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalamungmg
ekstensifikasi;

d) pelaksanaan bimbingan pendataan dan penilaian;

e) pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan;

f) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerahrsaanisi
terkait lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya bagian Kerjasama, iditesi,
dan Penilaian mempunyai fungsi yang seperti disaoutiatas.
Jadi bisa diharapkan kinerja dalam mensukseskaijakah Sunset
Policy ini bisa optimal dengan melaksanakan tugas dan
kewenangannya dengan baik.

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak
mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis plesaan dan

penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknisigsaa® dan



penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaanjsemkgrejabat

fungsional pemeriksa pajafpeer review) bantuan pelaksanaan

penagihan, serta pelaksanaan urusan administrasyidgen
termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak piddinhidang
perpajakan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pesaan,

Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyelenggarakasifu

a) bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;

b) bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihgk;pa

c) pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan danilpemag
pajak;

d) pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan;

e) penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabatidnad)
pemeriksa pajalpeer review);

f) bantuan pelaksanaan penagihan.

Dalam hal ini perpajakan kita menganut sistestf assesment
atau Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menghjtu
menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Darilasinmaka
diperlukan adanya pemeriksaan, penyidikan apakahbV¥ajak
telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan natyaag
berlaku.

Tujuan pemeriksaan, penyidikan sendiri sebenarag@atdkita
kelompokkan menjadi dua. Yaitu , pertama adalalikumenguiji
kepatuhan Wajib Pajak seperti yang telah saya kabuadi. Lalu
berikutnya adalah untuk pemeriksaan dalam rangksarulain.
Tujuan lain ini ada beberapa kegiatan pelayananper@e
penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, pemusatan Pe&Bntgr
dan lain-lain. Jadi hal tersebut yang dilakukard@ntor Wilayah
DJP jatim Il dalam mensukseskan kebijak&unset Policy

tersebut.



6)

7)

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masjtarak

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mastarak
mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pen@ntau
penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakasaru
hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksana&kgmlphan
dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggungbjd<eator
Wilayah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyoluha
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melaksanakgsifun
a) bimbingan dan pemantauan pelayanan perpajakan;

b) bimbingan dan pemantauan penyuluhan perpajakan;

c) pelaksanaan hubungan pelayanan masyarakat;

d) pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;

e) pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuangtempa

f) pemeliharaan dan pemutakhiran website;

g) pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayiara
teknis perpajakan;

h) pemutakhiran panduan informasi perpajakan.

Dalam menjalankan tugasnya bidang inilah yang kel
berinteraksi dengan masyarakat, melakukan sosaligalam
implementasi kebijakanSunset Policy.Jadi bisa diharapkan
kinerjanya secara optimal dengan melaksanakan tul@s
kewenangannya dengan baik.

Bidang Keberatan dan Banding

Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding memptugas
melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaianrdtabge
pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau paladbat
ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Fajaki dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan iBamgu
pengurangan sanksi administrasi, proses bandimgeprgugatan,
dan Peninjauan Kembali. Dalam melaksanakan tuBasang
Pengurangan, Keberatan, dan Banding melaksanakgsifu

a) bimbingan dan penyelesaian keberatan;



b) bimbingan dan penyelesaian pembetulan Ketetapak;Paj

c) bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bami d
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan igemgu

d) bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi estiras;

e) proses banding, proses gugatan, dan Peninjauandfiemb

f) bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pelarbata
ketetapan pajak yang tidak benar.

Dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan pelaya
kepada Wajib Pajak sehubungan apabila terjadi stagantara
Wajib Pajak dengan kantor pajak. Sebagaimana kiizhki bahwa
pajak kita menganut sistem self assestment, yaiajibAMPajak
diberikan kebebasan untuk menghitung pajaknya. Brergistem
ini bisa saja pajak yang dihitung oleh Wajib Pajalak sesuai
dengan paeraturan yang seharusnya. Jika hal ij@dtemaka
Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemexnksaetelah
pemeriksaan maka dikeluarkanlah SKP atau Suratdfete Pajak.
Wajib Pajak setelah menerima SKP dapat mengajukderktan
kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajedaftar.
Setelah itu dari KPP akan diteruskan ke Bidang RKBanwil.
Batas waktu pengajuan keberatan maksimal 3 bulgak se

diterimanya SKP.

b. Peningkatan partisipasi membayar pajak yang berupgendapatan
serta bertambahnya Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memenuhi etargalam
perpajakan dengan menggali sumber penerimaan yalugnhtergali
atau belum maksimal sebagaimana mestinya, mencambey
pengenaan pajak yang baru, menambah Wajib Pajak Q&R dan
memodifikasi sistem pemungutan pajak agar lebiktéfgan efisien.

Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini Direkimaderal Pajak
(DJP) untuk meningkatkan penerimaan Negara datbospkjak, adalah
dengan melakukan program ekstensifikasi. Ekstéasifi lebih

menekankan pada program meningkatkan jumlah WagilakP(WP)



terdaftar (pemberi kerja) dari pihak Kantor Wilayalang sudah
melakukan kerjasama dengan perusahaan dan kepsemddet hal ini
berhubungan dengan penyedia properti yang telahakulehn
kerjasama dengan pihak dari Kantor Wilayah.

Seiring dengan berkembangnya perpajakan dan p&adadikkukan
reformasi Undang-Undang perpajakan yang dilakukein Departemen
keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJBh dalam isinya
Undang-undang KUP memberikan kewenangan kepadatatiae
jenderal pajak untuk menghimpun data perpajakan rdawajibkan
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pitf@Rnya untuk
memberikan data kepada direktorat jenderal pajak.

Ketentuan ini Memungkinkan direktorat jenderal gapaengetahui
ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan ydeigh
dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkasysrakat dari
pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabilayaresat tidak
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara bebiaektorat
Jenderal Pajak di tahun 2008 ini memberikan keswanpé&epada
masyarakat untuk menyampaikan atau membetulkan t sura
pemberitahuan (SPT) tahunan Pph untuk tahun-tahjak yang lalu
melalui progranSunset Policyni.

Kebijakan Sunset Policy ini dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat membutuhkan proses sosialisasi yag maemd8osialisasi
yang dilakukan melalui dua cara yang pertama ssasl secara
langsung masyarakat bisa langsung bertanya maafaapun segala
sesuatu yang berkaitan dengan prog&mset Policyni. Yang kedua
sosialisasi tidak langsung melalui media elektrandupun media cetak
serta sepanduk dan selebaran. Sosialisasi yandukia oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kator PelayaRajak (KPP)
sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan sudialalapika dalam
mengetahui hasilnya dapat dilihat dari jumlah W#jdgak yang sudah
terdaftar di periode waktu kebijakan itu dailakdamrg juga bisa dilihat



peningkatan perolehan pendapatan pajak di Kantéeydh DJP Jawa
Timur 11l selama masa periode kebijakaanset Policylilakukan.

Dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang sudah terdafth periode
waktu kebijakan itu dalaksanakan terdapat perbegaag signifikan
dalam menambah Wajib Pajak atara tahun 2006,200@adetahun
2008, menunjukkan bahwa sosialisasi kebijaamset Policyyang
dilakukan Kantor Wilayah DJP Jatim Ill berjalanldfedan efisien.

Dari data yang diperoleh bisa dilihat lagi jumiMajib Pajak (WP)
dari tahun 2006- 2008. Sebelum adanya kebijekamset Policyahun
2006 dengan wp op (126.504) dan wp Badan (37.8&h)ah total
164.365. Pada tahun 2007 wp op (298.457) dan wpmarB#d3.805)
jumlah total 342.262. Sedangkan setelah adanyajakebi Sunset
Policy pada tahun 2008 wp op (456.244) dan wp Badan §23.7
jumlah total 500.006 terdapat kenaikan sebesar 6%@tjadi
penurunanpada Wajib Pajak badan dikarenakan babgdkn yang
gulung tikar akibat dari krisis global yang berdakplangsung
terhadap para pengusaha.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak orang di tahun 20@&renakan
mulai adanya kesadaran masyarakat akan pentingajgk pehingga
mereka mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Maaskat yang
terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW
mendapatkan manfaat dari kebijak8onset Policymanfaatnya bagi
karyawan bebas dari potongan 20%, bagi yang petgak negri bebas
fiskal sehingga manfaat tersebut membuat masyasscatra sukarela
mendaftarkan diri, apabila mereka tidak mendaftaridiri maka
ditahun berikutnya pajak Wajib Pajak orang akantuiily ulang dan
akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Pada tahun-tahun berikutnya Kantor Wilayah DJPJ&ti masih
mempunyai tugas untuk meningkatkan lagi jumlah W#&ajak yang
masih belum tergali sepenuhnya, meneliti kembainlgn Nomor
Pokok Wajib Pajak yang belum melaporkan surat peiabeian (SPT)
sehingga dapat diketahui siapa saja yang belum ebaryan pajaknya



pada hal sudah berpenghasilan diatas penghasdak kena pajak
(PTKP)

Adanya peningkatan Wajib Pajak pada tahun 2008raemtomatis
akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatanranegalalui
Kantor Wilayah DJP Jatim lll. Berdasarkan data ydipgroleh jumlah
penerimaan di tahun 2008 dapat dikatakan prodgsamset Policyni
dapat meningkatkan jumlah pendapatan, tahun 2@68ana awal
penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur 11l seb&s486.868 (dalam
jutaan rupiah) dan pada akhirnya realisasi yartgricdha sebesar
5.486.830(dalam jutaan rupiah) terjadinya surplus sebes&@62atau
100, 92%.

Berdasarkan data tersebut maka kebijalkamset Policyternyata
mampu untuk meningkatkan penerimaan pendapataamoKWilayah
DJP Jawa Timur I, selain itu diharapkan untuk aadepan
meningkatkan kepatuhan terhadap waib pajak sehinggpat
menambah lagi pendapatan negara dalam sektor gajakn itu Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur Il beserta Kantor PelayaRajak dalam
wilayahnya diharapkan menjaga kualitas pelayanang yeaik, efektif
dan efisian.

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam paelaksanaa dbijakan
Sunset Policy tersebut.

KebijakanSunset Policynempunyai faktor penghambat dan pendukung
dalam paelaksanaannya, faktor tersebut bisa temhdialam lingkup
organisasi pelaksana (Intern) maupun terjadiat twganisasi (Ekstern).

a. Faktor Intern
1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yangyaan
berpengaruh terhadap kesuksesan dalam pelaksareta@akan
Sunset Policydalam implementasi kebijak&unset PolicySumber
Daya Manusia dilihat dari faktor intern yang tetkd@ngan kesiapan
dan kesigapan para pegawai dilakukan untuk mendrepklayanan

yang maksimal demi terciptanya kenyamanan dan lsapupara



Wajib Pajak. Sumber Daya Manusia yang mempunyaakegzan
dan kemampuan yang lebih akan berpengaruh pad&spekan
pemberian informassunset Policyyang dibutuhkan masyarakat, hal
tersebut memerlukan pengalaman dan kualitas yangaches
sebagai narasumber.

Di Kanwil DJP Jawa Timur lll para pegawai yang adia
dalamnya sudah memiliki standart kopetensi yangupgukamun
dalam melaksanakan sebuah kebijakan masih perhwadgzeltihan-
pelatihan agar pengetahuan tetefgnset Policyiebih mendalam
serta dapat bekerja dengan lebih profesional I8gmber Daya
Manusia di dalam Kantor Wilayah DJP Jawa Timurniérupakn
salah satu faktor pendukung dalam tercapainya &emjSunset
Policy dengan adanya pelatihan , peningkatan kualitasapaman
tentang Sunset Policymerupakan bentuk penunjang dari program
kebijakan tersebut.

2) Lingkungan

Lingkungan suatu organisasi sangat berpengaruh mdala
pelaksanaan suatu kebijakan, dilihat dari faktoterim yang
merupakan dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jawaurimh itu
sendiri sangat kondusif mereka bekerja dengan Qada iklas
sehingga pelayanan memuaskan para Wajib Pajak. ptayawai
yang bekerja dalam melaksanakan program kebij&kaset Policy
ini, bekerja sama membuat sebuah Tim dalam menskese
kebijakan tersebut.

Dengan adanya Tim yang bekerjasama secara proéésiengan
didukung lingkungan kondusif maka semangat kerjgajwisa
menjadi positif , dari hal tersebut dapat dikatakahwa salah satu
faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijaamset Policyini,
merupakan faktor lingkungan yang ada dalam lingkeipa Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur Ill.



3) Teknologi

Teknologi merupakan suatu perangkat pendukung yemgng
dalam penyuksesan suatu progam kebijakan termasbkakan
Sunset Policydilihat dari faktor Intern yang terdapat dalamgkup
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur lll teknologi yandaasangatlah
memadai hal tersebut didukung dengan adanya bidakgngan
teknis dan konsultasi yang mempersiapakan segsiatseya dalam
perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang kingspra
pegawai yang ada dalam Kantor Wilayah DJP Jawa iTithu

Dalam pelaksanaan kebijake®unset Policyteknologi sangat
berperan dalam menginput data maupun mengirimkaa chaka
dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan salah &attor
pendukung dalam kebijakaBunset Policydalam lingkup Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur Il1.

4) Sistem

Sistem merupakan suatu alur dan prosedur yanglderada
suatu program, bagaimana program kebijakan terdsdndlan dan
bagaimana prosesnya, dilihat dari faktor Interngyterdapat dalam
lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa Timur Ill sistemngaada
berjalan dengan baik namun ada hambatan yang itesgdingga
sistem yang ada mengala@verload namun dilihat dari segi alur
maupun prosedur semuanya sudah sesuai.

Penyebabnya adalah manyarakat yang pada hari¢valkHirnya
programSunset Policyni barulah datang kekantor pajak setempat,
karena program ini yang semula dianggap oleh banyagyarakat
jebakan sebenarnya bukanlah suatu jebakan karaha di dalam
Undang-undang (UU) perpajakan dan peraturan pelaksmya
sehingga mempunyai kepastian hukum yang jelas. d@isarenakan
juga masyarakat yang suka mengulur-ulur waktu hangatas akhir
mereka baru mendaftarkan diri.

Sistem yang digunakan Kantor Wilayah DJP Jawa Tithiur

sudah sesuai dengan apa yang diharapkan namurabglaniy lain



yang menyebabkan sistem tersebut menjadi penghantddam
proses kebijakan.
5) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan bentuk pelaksana sktvuah
kebijakan, hal tersebut dapat berjalan dengan bp#bila sesuai
dengan bidang masing-masing. Dilihat dari faktotedm yang
terdapat dalam lingkup Kantor Wilayah DJP Jawa TitHuStruktur
Organisasi yang berpengaruh pada koordinasi tugastahggung
jawab dalam proses implementasi kebijakan diseanaitengan
bidangnya masing-msaing sehingga dapat berjalagatenaik.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur lll selaku pimpinarntiteygi di
wilayah Kanwil DJP Jawa Timur Il mempunyai tangguawab
penuh terhadap proses implementasi kebijgRanset Policyyang
dilaksanakan sejak awal kebijakan itu berlangsiiepala Kanwil
DJP Jawa Timur Il yang di bantu secara tekni$ dlielang-bidang
yang ada di bawahnya, hal tersebut dibutuhkan keasdyang baik
sehingga dapat diketahui sejauh mana implementabijakan
tersebut berjalan. Struktur Organisasi merupakaagaab faktor
pendukung dari kebijakan hal ini terbukti adanyedkmasi yang baik
dalam setiap pelaksanaan yang dilakukan.

b. Faktor Ekstern
1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia dalam faktor ektern ini merapak
Sumber Daya Manusia diluar perangkat organisastdfanilayah
DJP Jawa Timur Il yaitu para Wajib Pajak, dilihaekilas
masyarakat sangatlah antusias, terbukti setiap yadansialisasi
yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timudilberbagai
tempat sangat ramai dikunjungi oleh masyarakatnAktapi banyak
juga masyarakat yang belum paham akan manfaatakebifunset
Policy justru beranggapan bahwa adarfyanset Policyhanyalah
jebakan, mereka berfikir malah akan dipersulit jikait dalam

program ini.



Dari beberapa hal tersebut menjadikan tatangan Kagitor
Wilayah DJP Jawa Timur Il dalam melakukan sos@slisagar bisa
diterima masyarakat dari berbagai golongan. Surblaga Manusia
merupakan faktor ektern yang menjadi sebuah penighiadalam
proses kebijakarBunset Policy diharapkan sosialisasi yang lebih
baik dapat merubah polapikir masyarakat agar sdalartaat dalam
membayarkan pajaknya secara jujur, baik dan sesosedur.

2) Lingkungan

Lingkungan dalam faktor ektern merupakan di lugiaarsasi dari
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1ll, yang terbukthgat merespon
positif dengan adanya kebijak&unset Policyersebut. Hal ini bisa
dilihat dengan antusiasme masyarakat dalam memgi&cara
sosialisasi yang diadakan pihak Kantor Wilayah BDaBm Ill. Di
harapkan dalam lingkungan yang merespon positfetart dapat
berdampak baik pada peningkata jumlah dari WajijakPsehingga
target yang ditetapkan olen piha dari Kantor WikayzJP Jatim lll
akan tercapai dengan baik.

Lingkungan dalam hal ini manjadi faktor pendukunglach
implementasi kebijakan, sosialisasi yang diharaps@suai dengan
kenyataan yang ada sehingga dapat menarik minaanaksit dalam
mencari informasi tentang prograBunset Policydan dapat ikut
memanfaatkannya dengan baik dan sesuai prosedur.

3) Teknologi

Faktor ekstern yang berupa teknologi yang diterapkbuar dari
Kantor Wilayah DJP Jatim lll, hal tersebut sangaedukan dalam
proses sosialisasi yang berupa media cetak atanpdia elektronik.
Sosialisasi yang dilakukan Kantor Wilayah DJP Jalfihnmelalui
kedua media tersebut dirasakan berdampak positihadep
pelaksanaan kebijakarsunset Policy terbukti bahwa semakin
bertambahnya Wajib Pajak yang datang ke kantorypetn pajak
setepat untuk memanfaatkan progr&mset Policyini. Teknologi

dirasakan menjadi faktor pendukung dalam implenseridebijakan



Sunset Policgehingga kegiatan tersebut berjalan baik dan npanca
terget yang diinginkan.

4) Sistem

Faktor ekstern yang berupa sistem yang diterapkérarddari
Kantor Wilayah DJP Jatim Ill dalam hal ini merupakaentuk dari
sosialisasi dari implementasi kebijakaBunset Policy Proses
sosialisasi ini menggunakan beberapa cara berupapd@ye
simpatik, wawan cara radio, dan seminar di beberegpapat,
dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim Il dibardleh Kantor
Pelayanaan Pajak setempat. Dari hal tersebut gikemna akan
benyak menjaring Wajib Pajak yang ingin mengikubgram dari
Sunset Policyini sebab dalam sistem tersebut petugas dari Kanto
Wilayah yang ikut langsung dalam proses sosialisgisitem dalam
penerapan implementasi kebijak&8nnset Policynerupakan faktor
pendukung keberhasilan program tersebut.

Kantor Wilayah DJP Jatim lll dibantu oleh Kantorl®@&anaan Pajak
yang berada dibawah naungannya, menerapkan Implasneélebijakan
Sunset Policydengan baik dan benar. Dalam Implementasi Kebijakan
Sunset Policyisa dikatakan telah berhasil, pertama terbukigda adanya
peningkatan penerimaan pendapatan atau adanya paéntaperolehan
pendapatan dari target yang telah ditentukan, kedwningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak, ketiga meningkatnya pelayd@ntor pajak untuk
mencapai kepuasan Wajib Pajak.

Dari data yang diperoleh maka kebijakannset Policyernyata mampu
untuk meningkatkan penerimaan pendapatan khususrgantor Wilayah
DJP Jatim lll, hal tersebut tidak terlepas dariid®asi yang dilakukan
secara terus menerus sepajang kebijakan tersebetldkaukan.

Peneliti dalam melihat Implementasi Kebijaké&unset Policyini
mengunakan sebuah Model Implementasi Kebijakan ydibgiat oleh
Merilee S. Grindel dalam model ini Implementasedtukan oleh isinya dan

ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan dibramssikan serta



dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan rditkan oleh derajat
pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dilihat dari isi Implementasi kebijakan yang dibualeh Merilee S.
Grindel dirasa sesuai dengan penerf@amset Policyyaitu: kepentingan
yang terpengaruh oleh kebijakan dalam hal ini ddakluruh masyarakat,
jenis manfaat yang akan dihasilkan berupa meningkapendapatan dan
kepatuhan Wajib Pajak, derajat perubahan yang idkag berupa
kesadaran akan pentingnya membayar pajak, kedugwgtabuat kebijakan
yaitu pemerintah pusat bersama Departemen Keuapgiksana program
merupakan Kantor Wilayah DJP Jatim Ill, sumber dgsag dikerahkan
berdasarkan pegawai yang ada dalam lingkup Kanwil.

Kebijakan Sunset Policyini mempunyai tujuan yang jelas diperkuat
dengan dasar hukum berupa Undang-Undang sertauReraPemeritah
yang ada yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undémg28 Tahun
2007 Pasal 37A ayat (1) dan ayat (2), PeraturaneRetah No. 80 Thn
2007 Pasal 33, Peraturan Menteri Keuangan No. 6K/P8/2008,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 27/PJ/200&y ydiubah dengan
Nomor 30/PJ/2008, Surat Edaran Direktur JendergkPido. 33/PJ/2008
serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. J320@8. Dalam
pelaksanaannya program ini dibiayai sepenuhnya pksherintah pusat
sehingga diharapkan dapat memenuhuhi target yalah tditetapkan
sebelumnya, juga sudah sesuai dengan proseduragagehingga dapat
berjalan dengan baik.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukizh @eneliti di lapangan
dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubueggan permasalahan
yang diangkat dalam fokus penelitian ini, baik rhelavawancara maupun
observasi serta sesuai dengan data yang telahkdisamaka pada bab ini

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Sunset Policymerupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah pusat bekerjasama dengan Departemen n¢@ua dan
penerapannya dilakukan oleh seluruh Kantor Wilaiatektorat Jenderal
Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah masiaging. Dasar hukum
dari progranSunset Policyni adalah: Undang-Undang No. 28 Tahun 2007,
Peraturan Pemerintah No. 80 Thn 2007 Pasal 33,tuPamna Menteri
Keuangan No. 66/PMK.03/2008, Peraturan Direkturddesd Pajak No.
27/PJ/2008 diubah dengan Nomor 30/PJ/2008, SudaraB Direktur
Jenderal Pajak No. 33/PJ/2008, Surat Edaran Direldnderal Pajak No.
34/PJ/2008. Adanya dasar hukum yang tetap diathsyragpkan warga
masyarakat dapat melaksanakan dan mematuhi kebifkaset Policyni.
Karena progranSunset Policysudah mempunyai ketetapan hukum yang
apabila tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan maksa mendapatkan
sanksi.

2. Pelaksanaan kebijakaBunset Policypada Kantor Wilayah DJP Jatim Il
dan KPP di wilayah Jatim Il dilakasanakan secatarisif, progransunset
Policy ini merupaka sebuah kebijakan yang baru dalamadperpajakan,
yang pada tahun 2008 dilakukan secara gencar-gef@caPelaksanaan
Sunset Policyberjalan mulai awal tahun 2008 hingga 31 Desenzioé8
dan pada akhirnya di perpanjang sampai 28 feb209 hal ini dilakukan
karena perbankan kewalahan menerima permohomanbgyaran pajak,
juga banyak wajib pajak yang mengeluh kareempstnya waktu untuk

menyelesaikan semua urusan perpajakan merakam dangkaSunset



Policy selain itu banyak formulir pembayaran pajak yangnumpuk di
perbankan belum diproses sehingga perlu adanyajpaga waktu.

. Dalam Implementasi kebijakaBunset Policytersebut terdapat pelaksana
kebijakan atau sering kita sebut dengan aktor &khij mempunyai peran
yang sangat penting dalam mensukseskan kebijakdangkan aktor yang
ada dalam Kantor Wilayah Direktorat Jederal Pajakind Il dalam
mesukseskan prografunset Policyini yang dimulai dari kepala kantor
sampai dengan semua kepala bagian yang ada. patm®s pelaksanaan
program Sunset Policyaktor-aktor yang terlibat di Kantor Wilayah DJP
Jatim Ill diwujudkan dalam sebuah Tim sosialisaaiath progranSunset
Policy ini. Diharapkan dengan adanya Tim tersebut bisacapai target
yang diinginkan.

. Sedangkan dalam peningkatan partisipasi masyard&iam membayar
pajak tersebut dilaihat dari meningkatnya WajibaRajang mendaftar atau
menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tersphda Kantor
Wilayah DJP Jatim Ill. Peningkatan tersebut bidénali dari meningkatnya
Wajib Pajak orang pribadi dari tahun 2006 sebe2&.5D4 Wajib Pajak,
tahun 2007 sebesar 298.457 Wajib Pajak dan pada ta8Q08 sebesar
456.244 Wajib Pajak. Sedangkan peningkatan padabWrgjak badan
adalah pada tahun 2006 sebesar 37.861 Wajib Ppgda tahun 2007
sebesar 43.805 Wajib Pajak dan terakhir pada t2008 sebesar 43.762
Wajib Pajak. Pada jumlah penerimaan Kanwil DJP Jawaur Il telah
mencapai target, rencana awal 5.436.868 (Jutaamhjupdan pada
kenyataannya mencapai 5.486.830 (Jutaan rupiaimggm terjadi Surplus
sebesar 49.962 (Jutaan rupiah) atau 100, 92%.

. Dilihat dari faktor intern terdapatnya Sumber D&yanusia yang terampil
dan terlatih serta didukung dengan lingkungan ykorglusif , adanya Tim
yang bekerjasama secara profesional ditambah deadamya Teknologi
yang memadai dalam semua kantor, namun adanyaitskeliidala dalam
sistem yang pada batas akhir diterapkan®ymset Policymengalami
Overload karena tidak dapat menerima terlalu banyak daghingga

membutuhkan proses cukup panjang. Dengan adany&ti8trOrganisasi



yang mengawasi proses kebijankan sehingga berjagsuai dengan
prosedur yang ada, dan merupakan pendukung dajakabSunset Policy
ini.

6. Dilihat dari faktor ekstern Sumber Daya Manusiaadahal ini masyarakat
yang ada sangat antusias walaupun ada yang bepamgd@bijakan ini
merupakan jebakan. Lingkungan yang ada dalam nasyfajuga sangat
merespon terbukti dengan banyaknya warga yang dalam proses
sosialisasi. Teknologi yang digunakan dalam presssalisasi yang berupa
media cetak ataupun media elektronik terbukti éfeldn efisien. Sistem
yang diterapkan dalam proses kebijak8anset Policyyang dimulai
sosialisasi baik secara langsung maupun lewat niegjalan dengan baik
serta dengan pelayanan yang memuasakan dan capdtadtor pajak

sehingga dapat menarik minat Wajib Pajak dalam Inagrarkan pajakanya.

B. Saran

1. KebijakanSunset Policy yang memiliki dasar hukum yang tetap sehingga
mampu meningkatkan pendapatan negara di sektok,gajdoukti dengan
adanya penambahan dalam jumlah Wajib Pajak maupgumlah
pendapatan yang melebihi target. Diharapkan Deparie Keuangan
dibantu Direktorat Jenderal Pajak membuat suatydem baru atau serupa
dengan Kebijakaunset Policagar Wajib Pajak dapat digali lebih optimal
serta dapat menumbuhkan rasa patuh akan membayak kapada
masyarakat.

2. Kebijakan Sunset Policy memiliki dasar hukum yang kuat dalam
penerapannya haruslah berjalan dengan baik danap&ntarget yang di
inginkan, sebab dalam perumusan kebijakan sertabyatan dasar
kebijakannya memerlukan waktu dan biaya yang barsgtkngga uang
yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalardemua programnya
tidak terbuang secara cuma-cuma. Pelaksanaan yiengp#tan oleh Kantor
Wilayah DJP Jatim Ill sudah sesuai akan tetamrdgbroses sosialisasinya
haruslah lebih mendalam lagi misalnya dilakukanssrketingkat RT atau
RW serta kedesa-desa yang produktif menghasilksunase sehingga akan



muncul Wajib Pajak Baru ataupun Wajib Pajak Lamagyangin ikut
berpartisipasi dalam memanfaatkan kebijaganset Policyni.

. Departemen Keuangan dibantu Direktorat JenderakPerus meningkatan
pengawasan serta keterbukaan dalam hasil kebijSkaset Policyyang
berupa penambahan dana dari Wajib Pajak yang padamnya
masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga masyawmakabisa ikut
mengawasi dengan sebaik segala pemanfaatannya patabangunan dan
kesejahteraan masyarakat. Diharapkan munculnya baie yang bisa
membawa perubahan Direktorat Jenderal Pajak badgdpelayanan kerja
serta melengkapi sarana dan prasarana dalam kaajed. Dengan adanya
hal tersebut diharapkan timbulnya rasa percaya magyarakat terhadap
Direktorat Jenderal Pajak, sehingga masyarakat pkacaya sepenuhnya

dan rela atau patuh dalam membayar pajaknya.
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LAMPIRAN



INTERVIEW GUIDE

A. Kantor Direktorat jenderal Pajak Jawa Timur 1l

1. Kenapa setiap orang harus bayar pajak ?

2. Apakah semua Wajib Pajak perlu mempunyai NPWP ?
3. Apa yang dimaksud PTKP, Penjelasan ?

4.
5
6
7
8

ApaSunset Policytu ?

. Dasar hukunBunset Policyapa saja ?
. Bagaimana pelaksana&uanset Policytu ?
. Bagaimana pemanfaatk&unset Policy?

. Program apa saja yang dilakukan untuk mensosiskisgorogram Sunset

Policy ?

Wilayah Kanwil sangat luas bagaimana menurut bapa&ngenai

sosialisasinya yang dilakukan dalam program tetsébu

10. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam peklakaanysSunset Policy

(penjelasan peran masing-masing bagian)

11. Apakah ada program lain sebelum adaByaset Policy

12.Berapa target dan realisasi dalam prog&mset Policy

13. Apa faktor penghambat dan pendukung dari progrard bagaimana cara

menanggulanginya ?

B. Masyarakat

o B W g

Apakah anda memanfaatkan prograonset Policy
Darimanakah anda mengetahui program inii ?

Apakah anda termasuk Wajib Pajak baru ?
Bagaimanakah pelayanan dari pihak KPP setaempat ?

Apakah menurut anda progreé@anset Policynenguntungkan ?
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